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PRAKATA

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-nilai
Budaya Jawa Tengah 1989/1990 telah berhasil memper-
banyak naskah hasil penelitian kebudayaan daerah, yang
berjudul :
1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangan

Daerah Jawa Tengah. ( Hasil penelitian tahun 1985/1986)
2. Pola penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah

Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah. ( Hasil pene-

litian tahun 1984/1985 )
Kedua naskah tersebut di atas telah disempurnakan oleh Tim
Penyunting yang dilaksanakan di Pusat Jakarta. Demikian
juga penentuan judul naskah yang akan digandakan
adalah merupakan petunjuk dari Pemimpin Proyek Inventa-
risasi Dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Pusat Jakarta.
Berdasarkan DIP No. 167/XXIII/3/1989, tanggal 1 Maret
1989 kegiatan pembayaran naskah atau penerbitan naskah
ini seluruhnya berjumlah 2.500 exemplar untuk 2 (dua) judul
naskah yakni masing-masing judul naskah berjumlah 1.250
exemplar.
Selanjutnya dengan penerbitan buku-buku ini disamping
akan menambah dan memperkaya bahan bacaan di perpus-
takaan khususnya perpustakaan sekolah, diharapkan akan
dapat memberikan informasi dan pengenalan warisan
budaya bangsa, serta menjadi sarana penyebarluasan dalam
rangka pengembangan kebudayaan nasional dan ketahanan
nasional.
Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan kami untuk
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah yang telah berkenan
memberikan "Kata Sambutan" dan Pemimpin Proyek IPNB
Pusat yang telah berkenan memberi "Kata Pengantar" juga
kepada Tim penyusun, Tim penyunting dan berbagai pihak
yang telah membantu usaha penulisan dan penerbitan ini
kami sampaikan pula terima kasih. Semoga kerja sama yang
baik ini dapat selalu kita bina pada masa-masa yang akan
datang.

iii



iv

Semarang, Oktober 1989.
Proyek IPNB Jawa Tengah
Pemimpin

JB. TJOEK SOEWARSO, BA
NIP. 130 218 541.



PENGANTAR

Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya
Daerah, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Direkto-
rat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan telah menghasilkan bebepara macam naskah
Kebudayaan Daerah, diantaranya yaitu :
1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangannya
Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986)
2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah
Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah (hasil pene-
litian 1984 / 1985).
Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan
suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru tahap
pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada
waktu-waktu mendatang.
Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara
Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan
dan Staf Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Perguruan
Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti serta
penulis.
Oleh kerena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada
semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan
penghargaan dan Tengah kasih.

Jakarta Oktober 1989
Pimpinan Proyek Inventarisasi Dan
- Pembinaan Nilai-Nilai Budava Pusat

DRS. IGN. ARINTON PUDJA
NIP. 030 104 524






SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Jawa Tengah 1989 / 1990 telah berhasil menerbitkan
2 (dua) buah naskah hasil penelitian, yaitu:
1. Peralatan Produksi Tradisional Dan Perkembangan

Daerah Jawa Tengah (hasil penelitian tahun 1985/1986)
2. Pola Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan Tanah

Secara Tradisional Daerah Jawa Tengah (hasil peneli-

tian tahun 1985/1986)
Melalui penerbitan-penerbitan naskah hasil penelitian
kebudayaan semacam ini, kekayaan budaya dan tradisi
masyarakatJawa Tengah ikut membentuk dan memperkaya
khasanah budaya Nusantara. Oleh sebab itu upaya tersebut
perlu terus dikembangkan, lebih dari itu penyebarluasan
dari hasil penerbitan itu diharapkan akan menumbuhkan
penghayatan yang mendalam terhadap Nilai-Nilai budaya
yang hidup dan berkembang diberbagai suku bangsa di Indo
nesia, sehingga akan memperkuat -dan mempertebal
kepribadian bangsa demi mewujudkan persatuan bangsa.
Semoga buku-buku ini akan menjadi sarana penelitian dan
kepustakaan yang dapat menunjang Kkepentingan pem-
bangunan dibidang kebudayaan.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah ikut membantu penerbitan ini.

Semarang, Oktober 1989.
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

SUWARDI
NIP. 130 430 059

vi






SAMBUTAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku buku
hasil penelitian Proyek Inventarisasi Dan Pembinaan Nilai
Nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan
khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan
penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai
bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat
Indonesia yang terdiri berbagai suku dapat saling mema-
hami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di
tiap-tiap daerah yang tersebar di seluruh kepulauan di
Indonesia. Oleh sebab itu dengan terbitnya buku-buku yang
mengungkap Kkhasanah budaya luhur bangsa diharapkan
dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melan-
dasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Selanjutnya sebagai akhir sambutan ini saya mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
kegiatan dan pelaksanaan proyek ini.

Jakarta, Oktober 1989
Direktur Jendral Kebudayaan

-—

DRS. GBPH. POEGER
NIP. 130 204 582
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BAB I
PENDAHULUAN

1. MASALAH.

Proyek . Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudaya-
an Daerah (Proyek IDKD) Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional tahun 1984/1985 merupakan lanjutan dari
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah
dari seluruh Indonesia, kecuali Propinsi Timor Timur.

Laporan ini memuat hasil penelitian mengenai
aspek "Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan
Tanah secara Tradisional".

Dalam wusaha untuk mempertahankan hidupnya
manusia sangat tergantung pada alam sekelilingnya.
Alam merupakan sumber daya yang .potensial untuk
dikembangkan bagi kelanjutan kehidupan manusia.
Dalam kaitannya dengan usaha mempertahankan hidup-
nya, manusia yang semula hanya menggantungkan pada
alam sekitarnya, mulai berkembang kearah mengubah
alam sekelilingnya untuk lebih bermanfaat bagi ke-
hidupan manusia.

Manusia yang semula berusaha untuk “memper-
tahankan hidupnya melalui usaha meramu dan berburu
kemudian berkembang dengan usaha bercocok tanam.
Masa manusia mulai mengenal sistem bercocok tanam,
maka manusia mulai menggantungkan hidupnya pada
tanah yang merupakan sumber kehidupan atau sumber
mata pencaharian.

Tanah bukan hanya sebagai sumber kehidupan
atau sumber mata pencaharian, namun segala aktivi-
tas manusia dalam kehidupannya berada di atas tanah.
Mereka bertempat tinggal dengan membuat rumah di-
atas tanah, mereka dilahirkan hingga dewasa, kemu-
dian mengembangkan keturunannya, bahkan sampai
akhir hayatnya kadang-kadang dimakamkan di tanah
itu. Karena itu tanah merupakan benda yang paling
berharga dan tinggi nilainya. Sehingga tidak meng-
herankan apabila dalam kegiatan manusia yang ber-
kaitan dengan tanah selalu disertai dengan upacara-
upacara ritual. Bersumber dari tanah yang sangat
tinggi nilainya, timbul berbagai hak dan kewajiban
serta hal-hal yang sangat kompleks, seperti dalam pe-
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nguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Penguasaan atas tanah adalah suatu hak yang di-
miliki oleh suatu masyarakat hukum adat, yang di-
sebut hak ulayat. -

Selain penguasaan atas tanah, masyarakat hukum
adat juga berkewajiban mengatur pemberian hak ke-
pada warga masyarakat untuk menikmati hasil yang
diberikan oleh tanah atau memanfaatkan tanah, misal-
nya membuka tanah, menggembalakan ternak, men-
dirikan tempat tinggal dan sebagainya, yang dalam
hal ini dimaksudkan sebagai hak penggunaan tanah.
Hak-hak penggunaan atas tanah yang terus menerus
dapat meningkatkan menjadi hak milik, seperti mem-
buka tanah kemudian menanaminya dan memungut
hasilnya atau untuk mendirikan tempat tinggal.

Pemilikan tanah dapat merupakan pemilikan per-
seorangan atau individu, dapat pula merupakan milik
komunal. Dalam hukum adat atau pranata adat ter-
dapat aturan-aturannya yang mengatur tentang peng-
gunaan dan pemilikan tanah. Pranata-pranata tersebut
untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung pada
pola kebudayaan daerah yang bersangkutan.

Dalam mengungkapkan pola penguasaan, pemilikan
donr penggunaan tanah secara tradisional di daerah
Jawa Tengah, tidak dapat dilepaskan dari sejarah ten-
tang tanah dimasa lampau pada daerah tersebut.
Tentu saja pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah akan mengalami perubahan atau mendapat
pengaruh dari masa ke masa. Hal-hal yang dapat
mempengaruhi pola-pola tersebut seperti pemerintahan
raja-raja pada jaman kuno, yaitu masa perkembangan
kebudayaan Hindu dan Budha, kedatangan pengaruh
agama Islam, masa kongsi dagang VOC, kemudian
jaman penjajahan.

Sedangkan pada jaman kemerdekaan telah banyak
dibuat peraturan-peraturan mengenai tanah, seperti
landreform, kemudian menyusul Undang-undang Pokok

Agraria. Selain itu dengan berlakunya Undang-undang
no. 5 tahun 1979, yaitu Undang-undang tentang Pe-
merintahan Desa, telah terjadi beberapa perubahan
mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah.

Di Daerah Jawa Tengah dengan hapusnya daerah per-
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dikan yang berupa kademangan, juga telah mempe-
ngaruhi perubahan pola-pola mengenai tanah tersebut.

Ada beberapa masalah yang mendorong dilaksa-
nakannya penelitian pola penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah secara tradisional.

Pertama, karena ketidak-jelasan pola-pola tersebut
yang kadang-kadang menimbulkan ketegangan ketegang-
an sosial di beberapa daerah.

Kedua, dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agra-
ria no. 5 tahun 1960 akan menimbulkan perubahan
atau pola baru dalam hal penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah. Kadang-kadang ada masyarakat
yang telah melaksanakan undang-undang tersebut, te-
tapi ada juga masyarakat yang belum melaksanakan
nya, sehingga pola tradisional masih tetap berlaku.
Selain itu dengan berlakunya Undang-undang no. 5
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di beberapa
daerah tertentu terlihat hapusnya desa yang bersifat
tradisional, dengan demikian diikuti dengan hapusnya
hak-hak ulayat atau tanah-tanah di bekas wilayah
desa tradisional tersebut. Hal inipun secara langsung
atau tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola di-
atas.

Ketiga, belum diketahui data dan informasi tentang
pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah se-
cara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksa-
naan pembinaan kebudayaan serta bahan studi.

Keempat, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
khususnya Sub Direktorat Sistem Budaya belum mem-
punyai bahan tentang pola penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah secara tradisional.

. TUJUAN.
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Pertama, untuk mengetahui Pola Penguasaan, Pemilik-
an dan Penggunaan Tanah secara Tradisional.



Kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang
terjadi dalam Pola Penguasaan, Pemilikan dan Peng-
gunaan Tanah dengan berlakunya Undang-undang Pokok
Agraria no. 5 tahun 1960 dan Undang-undang no. 5
tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

. RUANG LINGKUP.

a. Materi.

Menurut hukum adat, hak atas tanah sepenuhnya
dikuasai oleh masyarakat suatu desa, tidak saja ke-
kuasaan atas tanah pertanian, tetapi juga atas tanah
yang belum digarap seperti tanah hutan. Menurut hu-
kum adat desa dapat memberi hak untuk memungut
hasil suatu tanah misalnya memungut kayu untuk ba-
han bakar, kayu untuk membuat bahan bangunan, ber-
buru binatang dan lain sebagainya.

Hak kekuasaan desa atas tanah dalam wilayah-
nya, menurut istilah bahasa Jawa disebut "Wewengkon"

yaitu yang "diwengku", artinya yang ada dalam batas
kekuasaannya.

Tanah-tanah yang ada dalam kekuasaan desa
dapat dipergunakan untuk warga desanya, dengan sya-
rat-syarat tertentu, misalnya harus membayar se-
jumlah uang. Pembayaran itu dimaksudkan sebagai
pengakuan atas hak dari pihak lain atau sebagai per-
sembahan (jawa : bulubekti) kepada pihak yang mem-
punyai hak atas tanah itu ialah desa.

Hak kekuasaan desa atas tanah belukar, yaitu
tanah yang belum pernah dibuka, dapat berupa : me-
ngolah untuk ditanami, memungut hasil hutan (seperti
kayu, buah-buahan, rotan, berburu binatang), meng-
gembala ternak, membuat jalan, membuat saluran air
dan lain sebagainya.

Hak kuasa desa atas tanah pertanian dan tanah
pekarangan, yaitu warga desa yang mempunyai hak
milik atas tanah itu dilarang menjualnya kepada orang
dari luar desa tersebut. Dalam penjualan tanah kepada
sesama warga desa, maka pemerintah desa selalu
mempunyai hak untuk campur tangan, misalnya me-
nerima laporan tentang akan terjadinya suatu penjual-
an, menjadi saksi dalam penjualan dan mendaftarkan
penjualan itu, biasanya juga disertai dengan biaya ad-



ministrasi desa yang biasa disebut uang "Pologoro".

Bentuk lain kekuasaan desa atas tanah desa,
jlka desa sangat membutuhkan untuk kepentingan
umum, maka tanah pertanian, tanah pekarangan, ko-
lam ikan dan sebagainya dapat diminta kembali oleh
desa dari pemiliknya untuk kepentingan umum. Tanah
dalam keadaan demikian dinamakan "dipundhut" dalam
peraturan hukum jaman Hindia Belanda disebut "On-
teigening ten algemenen nutte" (Soetardjo K, 1953 :
233).

Dalam pengertian "dipundhut" itu terdapat tiga
unsur yang penting, yaitu :

a. bahwa hal milik atas tanah itu ada pada seseorang
dari siapa tanah itu diminta.

b. bahwa yang meminta tanah itu adalah penguasa
yang berkedudukan di atasnya. Istilah "dipundhut",
berarti diminta oleh pihak yang berkedudukan lebih
tinggi daripada seseorang atau pihak yang memiliki.
Pihak yang berhak mundhut ialah penguasa yang
berhak menurut hukum adat ialah desa.

c. bahwa tanah yang "dipundhut" itu untuk kepenting-
an umum, bukan untuk kepentingan perorangan.

Adapun hak - pundhut itu tidak disertai kewajib-
an untuk membayar kerugian, seperti halnya dengan
hak "onteigening". Hak desa untuk "mundhut" tanah
dari penduduknya itu di daerah Kedu disebut "dadal".

Pada masa pemerintahan' raja-raja (kerajaan)
penguasaan atas tanah yang semula dikuasai oleh pe-
merintah desa, mulai dikuasai oleh penguasa (raja)
Dengan demikian satu-satunya penguasa yang me-
nguasai hak atas tanah adalah raja.

Kekuasaan raja tidak saja mempengaruhi hak ulayat
persekutuan (desa), tetapi juga hak perseorangan (ang-
gota masyarakat desa).

Desa Borobudur, di kecamatan Borobudur, Ka-
bupaten Magelang, yang menjadi lokasi daerah pe-
nelitian, pada masa kerajaan termasuk daerah wilayah
kerajaan Mataram.

Dalam jaman penjajahan, baik masa pemerintah-
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an Inggris (Raffles) maupun pemerintahan Belanda
pada dasarnya dinyatakan bahwa semua tanah daerah
jajahan adalah milik raja atau penguasa penjajahan.
Raja atau pemerintah jajahan menyewakan lagi kepada
para petani.

Atas dasar teori tersebut diatas Raffles telah

menetapkan suatu sistem pajak tanah yaitu "landrent"
atau "landrente".
Pada masa pemerintahan Belanda lLandrente tersebut
dihapus dan diganti dengan "Agrarisch besluit", yang
didalamnya menyebutkan antara lain bahwa semua
tanah yang tidak mempunyai bukti bahwa tanah itu
bukan tanah hak milik mutlak (eigendom), dikuasai
oleh negara.

Penguasaan tanah pada masa kemerdekaan telah
tercantum dalam pasal 33 ayat 3, Undang-undang
Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : "Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dalam pasal tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa tanah (bumi), air dan segala isi nya (kekayaan
alam) dikuasai oleh Negara. Atas dasar dari pasal
tersebut Negara mengatur kegunaan tanah itu melalui
suatu perundang-undangan tanah yanag disebut Undang-
undang Pokok Agraria: (UUPA), yaitu Undang-undang
no. 5 tahun 1960.

Masalah pertanahan di Indonesia, khususnya yang
menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan
tanah, ternyata bahwa sifat hubungan itu senantiasa
berkembang menurut perkembangan budaya, tercantum
oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Dalam masa kerajaan-kerajaan Hindu/Budha pe-
nguasa tertinggi atas tanah adalah raja, sedang rakyat
hanya menguasai tanah berdasarkan hak pakai. Pada
masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di In-
donesia, hak milik rakyat atas tanah makin berkem-
bang dan memperoleh kedudukan yang pasti dengan
dasar dan pengaruh ajaran serta hukum Islam, yaitu
dengan landasan hak-hak azasi manusia.

Dengan adanya pengaruh ajaran-ajaran Hindu,
Budha yang berasal dari luar lingkungan budaya In-
donesia asli, setelah melalui proses penyesuaian yang




kemudian mewujudkan suatu sistem penguasaan atas
tanah yang khas milik Indonesia, kemudian berkem-
bang dalam kebiasaan hidup yang diakui dan ditaati
sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan hukum
adat (Departemen Penerangan R.I. 1982 : 17).

Dalam UUPA antara lain dijelaskan bahwa "hu-

kum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentang-
an dengan kepentingan Nasional dan Negara". Jelas
sekali bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia
adalah berdasarkan pada hukum adat. (pertanahan,
1982 : 18). '
Hak-hak tanah menurut hukum adat di Indonesia ben-
tuknya bermacam-macam, sesuai dengan hukum adat
yang berlaku di daerah-daerah. Menurut Prof. Mr. C.
Van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat berkebang-
saan Belanda, menyebutkan bahwa di Indonesia ter-
»dapat 19 lingkungan hukum adat.

Hubungan antara manusia dan tanah tempat

mereka hidup agaknya memperoleh coraknya yang
tradisional seperti terkandung dalam ungkapan pepatah
Jawa "sadumuk bathuk sanyari bumi yen perlu ditohi
pati". Pepatah ini menunjukkan betapa erat hubungan
antara manusia (Jawa) dengan tanah miliknya dan
sekaligus menunjukkan betapa keramatnya hubungan

itu.

Dalam pepatah itu mengandung pengertian bahwa

kecintaan terhadap tanah air jika perlu dibela sampai
mati.

b. Operasional.

Lokasi daerah penelitian yang menjadi sasaran

adalah Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur di Ka-
bupaten Magelang.
Adapun alasan pemilihan atas lokasi tersebut adalah :

b.1.

b.2.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penelitian
bahwa sasaran penelitian ini diprioritaskan kepada
masyarakat di daerah yang rawan dalam masalah
tanah. :

Di Desa Borobudur waktu pelaksanaan penelitian
ini sedang berlangsung kegiatan-kegiatan Peme-
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rintah yang terencana, yaitu pembangunan Taman
Wisata Candi Borobudur, yang lokasi dan arealnya
memerlukan penggusuran tanah milik penduduk
serta pemindahan tempat pemukiman penduduk
setempat.

b.3. Di Desa Borobudur pola-pola penguasaan dan pe-
milikan tanah secara tradisional, masih berlaku
sebagai penunjang kelangsungan kehidupan masya-
rakat.

. PERTANGGUNGAN JAWAB.

a. Persiapan.

Dalam tahap persiapan mula-mula dibentuk tim
peneliti yang terdiri dari empat orang termasuk Ketua
Aspek, yang susunannya sebagai berikut :

a.l. Drs. Moehadi, Ketua Tim merangkap anggota.

a.2. Drs. Suprija Prijanto, Sekretaris merangkap ang-
gota.

a.3. Drs. Mulyono, anggota.

a.4. Drs. Sarjana Sigit Wahyudi, anggota.

Sesudah terbentuk Tim Penelitian kemudian di-
adakan penjelasan/penularan hasil penataran/pengarah-
an di Cisarua (Bogor).

Kegiatan selanjutnya berupa penyusunan instru-
men penelitian, yaitu berupa pedoman wawancara
yang disesuaikan dengan Kerangka Dasar Laporan dan
Petunjuk Pelaksanaan. Setelah disusun jadwal kegiatan,
kemudian menentukan daerah lokasi penelitian.

b. Pengumpulan data.

Sebelum dilakukan penelitian di lapangan, maka
diadakan penelitian pendahuluan. Dalam penelitian
pendahuluan kegiatannya meliputi menyelesaikan urus-
an administrasi penelitian dan mengumpulkan informasi
mengenai daerah lokasi penelitian, baik peninjauan se-
cara langsung maupun melalui sumber bacaan.

Untuk keperluan tersebut langkah pertama me-
laporkan pada Kantor BAPPEDA Tingkat I Kabupaten



Magelang, untuk memperoleh pengesahan ijin peneliti-
an di Desa Borobudur Kecamatan Borobudur. Selanjut-
nya melaporkan kepada Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan
Kepala Seksi Kebudayaan setempat, untuk sekaligus
juga memperoleh data mengenai sasaran daerah pe-
nelitian. Selanjutnya melaporkan kepada Camat Boro-
budur untuk memperoleh ijin mengadakan penelitian
di desa Borobudur.

Penelitian aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan
Penggunaan Tanah secara Tradisional lebih banyak
memperoleh metode wawancara, karena disamping
mengumpulkan data kualitatif, juga menghimpun data
kuantitatif. Sebagai kelengkapan metode wawancara
dipergunakan pedoman wawancara dan alat rekam.
Wawancara dilakukan terhadap para pejabat formal
di daerah, tokoh-tokoh masyarakat serta penduduk
desa Borobudur, antara lain : Kepala Kantor Departe-
men Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Camat Borobudur, Kepala Desa Borobudur, Petugas
Penerangan Kantor Taman Wisata Candi Borobudur.

Pengumpulan data melalui metode wawancara
terjadi suatu proses interaksi dan komunikasi, sehingga
dapat diperoleh dari para responden mengenai sikap,
kelakuan, pengalaman, cita-cita dan harapan (Verden-
bergt. 1978 : 84).

Melode Kepustakaan.

Sebelum melakukan penelitian di daerah lokasi,
lebih dahulu dilakukan pengumpulan data melalui me-
tode kepustakaan untuk memperoleh informasi yang
berupa data tertulis, yaitu buku-buku karangan atau
laporan-laporan hasil penelitian. Kecuali untuk mem-
peroleh data yang diharapkan, metode kepustakaan
juga diperlukan untuk mengetahui konsep-konsep dasar
ilmu-ilmu sosial yang dapat menunjang penelitian ser-
ta teori-teori penelitian.

Metode observasi.

Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan
dengan mengadakan pengamatan langsung ke tempat-
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tempat bekas pemukiman penduduk di desa Borobudur
ke Kantor Kelurahan Borobudur dan Kantor Kecamat-
an.

Waktu observasi ini dilakukan juga pencatatan
dan pengambilan gambar berupa foto-foto, sehingga
dapat dikumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif.

c. Pengolahan data.

Data yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti,
baik yang diperoleh dari sumber buku-buku, maupun
data dari lapangan, disusun dalam laporan sementara
oleh masing-masing anggota tim. Sebelum penelitian
lapangan dilaksanakan, diantara pata anggota tim pe-
neliti telah dibagikan tugas mengenai bidang atau bab
yang dilaporkan. Dengan demikian masing-masing ang-
gota tim telah mempunyai tugas khusus bidang data
yang perlu mendapat perhatian khusus, disamping juga
pengumpulan data yang bersifat umum bidang aspek.

Pengolahan data ini meliputi kegiatan-kegiatan:
penilaian, seleksi, penafsiran data yang telah terkum-
pul serta penyusunan data tersebut dalam bentuk la-
poran, yaitu :

c.l. mengadakan klasifikasi mengenai data yang telah
terkumpul;

c.2. mengadakan perbandingan antar data;

c.3. menganalisa data, yaitu menghubungkan antar
data kemudian disusun dalam bentuk uraian.

Dengan demikian pengolahan data akan diperoleh
suatu generalisasi dan sifat-sifat khusus yang terjadi
atau terdapat di daerah penelitian. Setelah dilakukan
suatu generalisasi, kemudian diadakan suatu analisa.

Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan
Tanah secara Tradisional di Desa Borobudur sebagai
unsur kebudayaan yang mengandung nilai, gagasan dan
kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat
yang bersangkutan. Dalam analisa akan diperhatikan
peranan kebudayaan yang menjadi latar belakang Pola
Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara
Tradisional dan perkembangannya setelah berlakunya
UUPA no. 5 tahun 1960 dan UU no. 5 tahun 1979



tentang Pemerintahan Desa.

d. Sistematika Laporan.

Dalam penulisan laporan hasil penelitian, diusaha-
kan mengikuti ketentuan dalam Kerangka Dasar La-
poran seperti yang telah dicantumkan dalam Buku Pe-
tunjuk Pelaksanaan, serta dikembangkan sesuai dengan
keadaan daerah penelitian.

Organisasi atau sistematika laparan sebagai ber-

ikut :
Bab 1 Pendahuluan.
Bab 11 Menemukenali ( Identifikasi )

Bab Il  Sejarah tentang Tanah.

Dalam bab ini diuraikan dengan singkat
tentang asal-usul penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah.

Bab IV Pola Penguasaan Tanah.

Dalam bab ini diuraikan pranata-pra-
nata yang berlaku dalam penguasaan tanah
serta bentuk penguasaan tanah.

Bab V Pola Pemilikan Tanah. .

Dalam bab ini juga diuraikan tentang
pranata-pranata sosial yang berlaku dalam
pemilikan tanah serta bentuk pemilikan tanah.

Bab VI Pola Penggunaan Tanah.

Demikian pula bab ini diuraikan ten-
tang pranata-pranata sosial yang berlaku da-
lam penggunaan tanah serta bentuk pengguna
an tanah.

Bab VII  Analisa.

Dalam analisa diuraikan mengenai Pola
Penguasaan, Pemilikan dan  Penggunaan
Tanah secara Tradisional serta pola tersebut
setelah berlakunya UUPA no. 5 tahun 1960
dan UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerin-
tahan Desa.

e. Hambatan-hambatan.

Mengenai hambatan-hambatan suatu penelitian
daerah pedesaan antara daerah yang satu dengan da-
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erah yang lain tentu saja berbeda-beda menurut situasi
dan kondisi daerah yang bersangkutan. Prasarana jalan
yang menuju ke lokasi penelitian tidak ada hambatan,
karena letak desa Borobudur pada jalur lalu lintas
menuju ke kompleks Candi Borobudur.

Data tertulis di desa Borobudur sangat kurang,
demikian pula di Kantor Kecamatan data tentang
Desa Borobudur masih kurang. Kepala Desa Borobudur
yang diwawancarai sebagai nara sumber tidak me-
nguasai masalah tanah di desanya karena petugas baru.

Keadaan tanah pedesaan bekas pemukiman pen-
duduk sebagian sedang dikerjakan untuk dipersiapkan
sebagai kompleks Taman Wisata Candi Borobudur dan
sebagian masih belum dikerjakan dan tinggal bekas-
bekas rumah tinggal. Sedangkan peta yang terdapat
di Kantor Kelurahan hanya bentuk peta lama, sedang
peta yang baru belum dibuat. Demikian pula belum
disusun buku petunjuk "Mengenal Desaku".

f. Hasil Akhir.

Masalah laporan ini disusun oleh Tim Peneliti
Aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan
Tanah secara Tradisional.

Pengambilan Desa Borobudur untuk dijadikan sa-

saran lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa
pada waktu melaksanakan penelitian di desa tersebut
sedang berlangsung kegiatan Pemerintah yang teren-
cana, yaitu Pembangunan Taman Wisata Candi Boro-
budur.
Lokasi dan areal Taman Wisata tersebut memerlukan
penggusuran tanah penduduk setempat berupa tanah
pekarangan, tanah pertanian, tanah pekuburan serta
tanah pemukiman.

Keadaan yang semacam itu telah menimbulkan
perubahan-perubahan serta perkembangan dalam pola
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara
tradisional.

Di Desa Borobudur pola-pola penguasaan dan pemilik-
an tanah secara tradisional masih berlaku sebagai pe-
nunjang kelangsungan kehidupan masyarakat.

Perkembangan tersebut juga mempunyai kaitan dengan
pelaksanaan UUPA tahun 1960 serta UU no. 5 tahun



1.

BAB I
MENEMUKENALI

LOKASI.

a. Geografi.

Daerah Propinsi Jawa Tengah terletak antara 108°
30' sampai 111°30' Bujur Timur dan 6°30' Lintang
Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Propinsi
Jawa Barat dibatasi oleh sungai Cilosari yang ber-
muara di Laut Jawa dan Sungai Citandui yang ber-
muara di Samudera Hindia. Sebelah selatan berbatasan
dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra
Hindia. Di sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi
Jawa Timur, bukan merupakan batas yang nyata,
karena garis batas itu ditarik melalui garis-garis
buatan yang mengikuti batas-batas Kabupaten Rem-
bang dan Kabupaten Blora sampai sebelah utara yaitu
Kabupaten Ngawi (termasuk daerah Propinsi Jawa
Timur), untuk kemudian mengikuti perbatasan Kare-
sidenan Surakarta. Di sebelah utara berbatasan dengan
Laut Jawa.

Luas daerah Propinsi Jawa Tengah meliputi se-
kitar 34.503 kilometer persegi, termasuk kepulauan
Karimunjawa di Laut Jawa yang merupakan Kabupaten
Jepara dan Pulau Nusakambangan yang luasnya sekitar
12.400 hektar. (termasuk wilayah Kabupaten Cilacap).

Tanah di daerah Jawa Tengah meliputi tanah
untuk pertanian sawah (32,30 %), tanah perkebunan
(1,70 %), tanah hutan (16,78 %), tanah pekarangan
(18,30 %), tanah tambak (0,87 %) dan tanah lainnya.

Bagian terbesar daerah-daerah Jawa Tengah me-
rupakan daerah dataran rendah. Keadaan demikian
mempunyai pengaruh besar atas pengembangan sarana
lalu lintas dan angkutan serta tumbuhnya pusat-pusat
pemukiman. Dataran yang luas memungkinkan tanah
pertanian berupa persawahan-persawahan yang makin
luas. ‘

Luas tanah persawahan di Jawa Tengah makin
berkurang, karena beberapa tanah persawahan tersebut
telah diubah menjadi tempat pemukiman atau bangun-
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an-bangunan industri. Pada masa-masa mendatang
luas tanah pertanian di Jawa Tengah akan menjadi
terlalu sempit untuk dapat menghasilkan pangan bagi
penduduk Jawa Tengah yang makin bertambabh.

Keadaan tanah di Jawa Tengah dapat diperinci
sebagai berikut :

1. Tanah dataran rendah yang tingginya kurang dari
100 meter di atas permukaan laut (53,3 %).

2. Tanah pegunungan yang tingginya 100 - 500 meter
diatas permukaan laut (27,4 %).

3. Tanah pegunungan yang tingginya 500 - 1000 meter
dari atas permukaan laut (27,4 %).

4. Tanah pegunungan yang tingginya lebih dari 1000
meter (4,6 %) - (Geografi Budaya Daerah Jawa
Tengah 1978 : 17).

b. Iklim.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk

mengetahui iklim suatu daerah ialah suhu rata-rata
tiap bulan.
Suhu rata-rata untuk Jawa Tengah selalu diatas 20° C
yaitu rata-rata minimum 21,1 ° C dan maksimum
32,8° C. Dari keadaan suhunya maka Jawa Tengah
termasuk beriklim panas ( = tropis ).

Jawa Tengah juga termasuk daerah basah, karena
curah hujan rata-rata dalam setahun lebih dari 2.000
mm. Pembagian curah hujan merupakan faktor yang
penting pula baik bagi keperluan pertanian maupun
bidang kehidupan yang lain. Jawa Tengah mempunyai
bulan-bulan basah lebih banyak daripada bulan-bulan
kering. Yang dimaksud dengan bulan basah adalah
bulan yang mempunyai curah hujan lebih dari 60 mm.

Bulan-bulan basah di Jawa Tengah adalah bulan-
bulan Nopember sampai April. Dalam bulan-bulan ter-
sebut jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 22
hari sebulan. Sedang yang dimaksud dengan bulan ke-
ring adalah bulan-bulan yang mempunyai curah hujan
kurang dari 60 mm.

c. Flora dan Fauna.




Dari seluruh luas tanah di daerah Jawa Tengah
hanya kira-kira 19 % yang masih berupa hutan, yaitu
hutan jati,, hutan Cagar alam, hutan agatis, hutan
pinus dan lain-lainnya. Luas seluruh tanah hutan ada-
lah 656.475 Ha dan lebih dari separohnya merupakan
hutan-hutan jati, yang terutama terdapat di daerah
pegunungan Jawa Tengah bagian Timur.

Dari seluruh daerah hutan di Jawa Tengah yang
berfungsi sebagai hutan produksi seluas 603.728 Ha,
hutan lindung 46.022 Ha dan hutan suaka alam 2.683
Ha. Di Jawa Tengah mengalami kesulitan untuk men-
jumpai perwujudan hutan-hutan primer.

Perwujudan hutan primer, terutama di daerah-
daerah hutan cagar alam terdapat di beberapa tempat
di Jawa Tengah antara lain di daerah hutan Cagar
Alam Dawuan di sebelah barat gunung Slamet dan
hutan Cagar Alam Celering di sebelah utara gunung
Muria. Karena seringnya dikunjungi orang, maka hutan
cagar alam di Gajahbiru (sebelah utara gunung Muria,
ditepi jalan raya) tidak lagi menunjukkan gambaran
yang lengkap sebagai hutan primer.

Hutan lindung yang terdapat di pegunungan Se-
rayu utara merupakan daerah hutan yang masih ber-
penghuni hewan-hewan liar yang hidup secara alami
seperti harimau, rusa, kera, babi hutan dan macam-
macam ular. Harimau terdapat juga di hutan-hutan
Serayu Selatan, hutan cagar alam Celering dan di
beberapa daerah gunung seperti gunung Lawu, kompleks
Merapi/Merbabu dan Muria. Di daerah gunung Ungaran
diperkirakan masih terdapat jenis kucing hutan, yang
oleh para ahli biologi dan suaka alam dipandang se-
bagai salah satu binatang kuno yang kini sudah tidak
ada lagi di tempat lain (Geografi Budaya Daerah
Jawa Tengah 1978 : 20). Di hutan Cagar alam Ce-
lering yang terdapat di dekat pantai sebelah utara
gunung Muria, masih terdapat banyak kera hitam,
berbagai jenis burung, harimau, rusa, babi hutan, ular
dan sebagainya.

Hutan Jati di Jawa Tengah diusahakan terutama
di daerah-daerah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
Cepu, Telawa, Purwodadi, Gundih, Randublatung, Blora
Kebonharjo, Mantingan (Rembang), Pati, Kedu Selatan,
Semarang, Kendal, Pemalang, Balapulang.
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Hutan pinus dan agatis tersebar di Jawa Tengah
bagian barat dengan lokasi tanaman di daerah KPH
Banyumas Timur, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur
Magelang, Kedu Selatan dan Surakarta. Pohon Pinus
ditanam pada ketinggian 200 meter diatas permukaan
laut sampai ke lereng-lereng yang tinggi (Geografi
Budaya Daerah Jawa Tengah, 1978 : 21).

d. Pola Perkampungan.

Pola perkampungan di daerah pedesaan yang di-
jumpai, tiap-tiap dukuh terdiri dari sejumlah rumah
penduduk yang berkelompok atau berpencar-pencar.
Batas antara rumah-rumah penduduk biasanya dipisah-
kan dengan tanah-tanah pekarangan yang dibatasi oleh
pagar hidup, pagar bambu atau pagar tembok batu.
Rumah-rumah penduduk itu kadang-kadang dilengkapi
dengan lumbung padi, kandang ternak dan sumur yang
dibuat di dekat rumah-rumah atau di pekarangan
rumah.

Beberapa bangunan di desa antara lain berupa
Balai Desa yang berfungsi sebagai Kantor Pemerintah-
an Desa, yaitu tempat untuk rapat desa atau kegiatan-
kegiatan lain di desa berupa sekolah-sekolah dasar
atau madrasah, kadang-kadang terdapat juga Taman
kanak-kanak atau pendidikan non formal berupa pe-
santren. Untuk tempat beribadat didirikan langgar
(surau) atau mesjid, kadang-kadang di desa terdapat
juga pasar ada yang bentuknya sederhana terbuat dari
bahan bambu dan kayu. Ada juga bentuk bangunan
pasar yang lengkap berupa bangunan los-los pasar dan
kios-kios untuk toko-toko dan warung-warung makan.
Untuk satu wilayah kecamatan biasanya terdapat se-
buah pasar atau lebih.

Bentuk-bentuk dan type pemukiman penduduk
erat hubungannya dengan keadaan lingkungan setempat,
tingkat kehidupan, budaya dan teknologi serta keadaan
sarana transportasi. Beberapa hal yang dapat disebut
mempunyai pengaruh atas keadaan pemukiman antara
lain unsur adat istiadat, tinggi rendahnya daerah, ke-
adaan iklim, kemungkinan terjadi banjir, kesuburan
tanah, sarana perhubungan.



2. PENDUDUK.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1971 jumlah pen-
duduk Jawa Tengah sebanyak 21.865.263 jiwa. Dari
jumlah tersebut kira-kira 89,23 % tinggal di desa-
desa dan sisanya didaerah kota. Pertumbuhan rata-
rata (annual growth) dihitung atas dasar sensus tahun
1961 dan 1971 adalah 1,76 %.

Kalau penduduk usia antara 15 tahun ke atas
sampai dengan usia 64 tahun dianggap sebagai pen-
duduk usia produktif, maka jumlahnya dalam tahun
1979 adalah meliputi sebanyak 13.808.948 jiwa atau
kurang 55,9 %. Dengan demikian ratio ketergantungan
(dependency ratio) menunjukkan lebih kurang 78,8 %
yang berarti tiap 100 orang usia produktif itu me-
nanggung 79 orang lainnya yang tergolong tidak pro-
duktif. Suatu beban yang cukup berat lebih-lebih bila
diingat bahwa di antara penduduk kelompok produktif
tersebut banyak yang belum memperoleh kesempatan
kerja. (Jawa Tengah Selayang Pandang, 1981 : 24).

Dari jumlah penduduk wusia produktif tersebut
yang merupakan angkatan kerja sebanyak 10.218.930
orang, lebih kurang 93,4 % nya (9.544.480) bekerja
pada berbagai lapangan pekerjaan, Penduduk asli Jawa
Tengah adalah suku bangsa Jawa. Berdasarkan suatu
hipotesa diperkirakan telah ada beberapa pusat pe-
mukiman penduduk di daerah Jawa Tengah. Rupa-
rupanya daerah Jawa Tengah merupakan daerah yang
ideal bagi bangsa Deutero-Melayu, yaitu gelombang
imigrasi bangsa yang berasal dari daratan Asia Se-
latan dan menjadi penghuni Jawa Tengah. Pusat-pusat
pemukiman di Jawa Tengah pada waktu itu ada dua
wilayah, yaitu : ‘

a. Pantai utara Jawa Tengah antara lain daerah Ba-
tang, Pekalongan, daerah Jepara (Bangsri - Keling),
Rembang dan sekitar gunung Lasem).

b. Wilayah pedalaman antara dataran tinggi Dieng,
daerah Kedu Utara (sekitar kaki gunung Sindoro
dan Sumbing) daerah Kedu Selatan dan sekitar kaki
gunung Merapi, gunung Merbabu (Sejarah Daerah
Jawa Tengah, 1978 : 18).

17



Diantara berita asing yang menceritakan tentang kea-
daan penduduk di beberapa kota dalam abad ke-16,
khususnya di daerah Jawa Tengah, adalah dari Tome
Pires (tahun 1512 - 1515). Kota-kota yang dikunjungi
dan diperkirakan jumlah penduduknya antara lain ada-
lah Pasai, Palembang, Cirebon, Tegal, Demak, Tuban,
Ternate.

Kota Demak yang pada awal abad ke-16 me-
rupakan pusat kerajaan bercorak Islam yang terbesar
di Jawa, penduduknya diperkirakan antara 8 sampai
10.000 keluarga, yaitu kira-kira 40 atau 50.000 jiwa.
Sedang kota Cirebon pada waktu kedatangan Tome
Pires itu penduduknya diperkirakan 1.000 keluarga.
Jika setiap keluarga terdiri rata-rata 4 atau 5 jiwa,
maka. penduduk kota Cirebon pada waktu itu lebih
kurang 4.000 atau .5.000 jiwa. Jumlah penduduk kota
Tegal waktu kedatangan Tome Pires diperkirakan
sama dengan kota Cirebon (Sartono Kartodirdjo, 1975
: 168 - 169).

Penduduk Jawa Tengah selalu mengalami perubah-
an dan jumlah serta susunannya, di samping juga me-
nunjukkan pertumbuhan positip, baik karena penambah-
an alami ataupun migrasi. Pertumbuhan jumlah pen-
duduk Jawa Tengah berdasarkan sensus penduduk
tahun 1930 dan beberapa tahun kemudian, dapat di-
lihat pada tabel tersebut dibawah ini.

Tabel I Jumlah Penduduk Jawa Tengah.

Tahun Jumlah penduduk
1930 © 13.706.000 jiwa
1961 18.407.471 jiwa
1971 21.877.081 jiwa
1975 23.970.000 jiwa
1977 24,082.344 jiwa
1979 24.693.796 jiwa




1975 sampai

dengan tahun

Perkembangan penduduk Jawa Tengah dari tahun
1979 menunjukkan bahwa

perkembangan penduduk wanita lebih pesat dari pada
penduduk laki-laki.

Gambar secara sepintas dapat dilihat pada tabel be-

rikut :

Tabel II. 1 Penduduk Jawa Tengah diperinci menurut
jenis kelamin, Tahun 1975-1979.

- PENDUDUK

TAHUN Laki-laki Perempuan FUMLAH
1975 11.290.127 | 11.893.465 | 23.183.592
1976 11.483.477 | 12.239.832 | 23.723.309
1977 11.654.145 | 12.428.199 | 24.082.344
1978 11.793.994 | 12.522.224 | 24.316.218
1979 12.001.102 | 12.692.694 | 24.693.796
Jumlah | 58.222.845 | 61.776.414 |119.999.259

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang, 1981

Adapun warga negara asing yang bertempat ting-
gal di Jawa Tengah terdiri dari bermacam-macam ke-
warganegaraan, seperti terlihat dalam tebel berikut :

Tabel II. 2 Warga Negara Asing di Jawa Tengah
( 1975 - 1979 ).

No.| Warganegara 1975 | 1976 1977 (1978 |1979
|8 Cina 98.654 | 46.815 | 46.167(42.216|44.058
2. Arab 1.174 790 853] 586/ 565
3. India 157 217 166 183 166
4. Pakistan .90 82 83 35 31
5. Lain-lain 405 276 300 366/ 430
Jumlah 100.480 | 48.180 |47.569/43.386|45.250

Sumber : Jawa Tengah Selayang Pandang 1981
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Penduduk Desa Borobudur.

Jumlah Penduduk Desa Borobudur sebanyak 6.387
jiwa dan terdiri dari 1.357 Kepala Keluarga, berdasar-
kan catatan monografi Desa Borobudur bulan Agustus
1984.

Perincian jumlah penduduk menurut kelompok umur
dan jenis kelamin Desa Borobudur seperti tercantum
dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 3 Penduduk Desa Borobudur menurut ke-
lompok umur dan jenis kelamin.

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
1. 2 3 4
0- 4 675 623 1.298
5- 9 392 371 763
10 - 14 382 311 693
15 - 19 255 293 548
20 - 24 231 331 562
25 - 29 235 225 460
30 - 39 395 309 704
40 - 49 169 324 493
50 - 59 240 285 525
60 keatas 121 220 341
Jumlah 3.095 3292 6.387
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Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka
tampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih
banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Mengenai penduduk pendatang antara lain ter-
jadi karena perkawinan dengan desa lain atau yang
berasal dari daerah lain di luar daerah Kabupaten.
Diantara penduduk pendatang yang bukan karena per-
kawinan juga terdapat mereka yang datang untuk ber-
dagang barang-barang kerajinan atau sebagai petugas
Kantor Kepurbakalaan Borobudur, Pegawai Taman
Wisata Candi Borobudur dsb.

Menurut catatan pada monografi dinamis di
Kantor Kelurahan Borobudur mengenai mutasi pen-
duduk dalam bulan Agustus 1984, penduduk yang pin-
dah 2 orang, kelahiran 6 orang dan kematian 2 orang.
Pendatang tidak ada atau belum tercatat.

Penduduk Warga Negara Asing dan Warga Ne-
gara Indonesia keturunan asing di desa Borobudur
tidak tercatat dalam monografi dinamis desa bulan
Agustus 1984.

Mata pencaharian penduduk sebagian besar dalam
bidang pertanian dan perinciannya seperti tercantum
dalam tabel yang berikut.

Tebal 1. 4 Mata pencaharian penduduk desa Boro-
budur (bagi umur 10 th keatas)

No. Jenis mata pencaharian Jumlah orang i
1. Petani sendiri ' 1.476 orang
2, Buruh tani 1.095 orang
3. Nelayan =
4. Pengusaha 23 orang
5. Buruh industri 14 orang
6. Buruh bangunan 68 orang
7. Pedagang 26 orang
8. Pengangkutan 15 orang
9. Pegawai Negeri (Sipil/ABRI) 123  orang
10. Pensiunan 55 orang

11. Lain-lain 1.431 orang

o Jumlah - 4.326 orang

Sumber : Monografi Dinamis Desa Borobudur
bulan Agustus 1984.
2]
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Termasuk dalam kelompok lain-lain adalah para
buruh kasar, buruh musiman, pedagang kecil, para pe-
ngrajin dan beberapa macam mata pencaharian yang
tidak disebutkan secara terperinci.

Mata pencaharian yang berhubungan dengan peng-
gunaan tanah dengan luas tanah yang ditanami dan
jenis tanaman utama sebagai berikut (berdasarkan ca-
tatan tahun 1984) : padi (93 Ha), Ketela pohon (51Ha)
Kacang tanah (38 Ha), Ketela rambat (7 Ha), tanam-
an lain seperti jagung, kedele, sayur-sayuran, buah-
buahan tidak tercatat luasnya. Tanaman untuk per-
dagangan produksi penduduk Desa Borobudur yang ter-
penting adalah Kelapa dan Cengkeh. Dalam monografi
dinamis Desa Borobudur hanya tercatat kelapa se-
banyak 3.268 batang.

Dari jumlah tersebut tanaman yang berproduksi se-
banyak 1.902 batang dengan jumlah produksi 5.706
butir.

Berdasarkan pencatatan hasil sensus tahun 1971,
jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 21.865.253
jiwa. Dari jumlah tersebut lebih kurang 89.23 % nya
tinggal di desa-desa dan sisinya di daerah perkotaan.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang
menentukan untuk wilayah Jawa Tengah. Angkatan
kerja yang bekerja pada sektor pertanian berdasarkan
hasil sensus Penduduk tahun 1961, 1971, sensus per-
tanian 1973 dan survey sosial ekonomi nasional bulan
September tahun 1979 berturut-turut sebesar 71,2 %,
57,9 %, 55,8 % dan 51,0 % dari jumlah seluruh ang-
katan kerja.

Dengan memperhatikan hal tersebut jelas bahwa
masih cukup banyak tenaga kerja di Wilayah Jawa
Tengah yang bekerja pada sektor ini, yang bertindak
baik sebagai pengusaha, majikan maupun buruh tani.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA.

3.1. Sejarah.

Bangsa manakah yang menjadi penghuni daerah
Jawa Tengah yang mula-mula belum diketahui secara
pasti. Dalam hal ini ilmu Paleo-antropologi banyak
memberikan keterangan yang dapat membantu kita




dalam usaha untuk mengetahui asal-usul manusia yang
pertama kali menjadi penghuni Jaw Tengah.

Secara kebetulan di daerah Sai giran, Kabupaten
Sragen yang termasuk wilayah Jawa Tengah merupa-
kan tempat penemuan fosil-fosil manusia dan binatang
binatang prasejarah yang paling lengkap di dunia.
Dengan demikian memungkinkan bagi para ahli Paleo-
antropologi mengadakan penelitian yang lebih luas dan
lebih mendalam mengenai manusia prasejarah.

Penemuan fosil manusia prasejarah di Indonesia
yang disebut Pithecanthropus Erectus oleh Dr. Eugene
Dubois dalam tahun 1891 di dekat Trinil, sebuah desa
di pinggiran Bengawan Solo, tidak jauh dari Ngawi
(Jawa Timur). Penemuan Fosil Pithecanthropus Erec-
tus penting artinya, karena dapat dikatakan menjadi
pangkal penyelidikan fosil-fosil manusia prasejarah
lebih lanjut.

Menurut anggapan para ahli Pithecanthropus
Erectus berkebudayaan Paleolitikum. Sisa-sisa kebu-
dayaan Paleolitikum berupa alat-alat dari batu, di-
temukan di beberapa tempat di Indonesia. Di Jawa
Tengah penemuannya terdapat antara lain di Gombong
dan Sangiran..

Penemuan sisa-sisa kebudayaan Paleolitikum di
Jawa Tengah memperkuat dugaan bahwa penghuni ter-
tua di Jawa Tengah adalah mahluk jenis Pithecanthro-
pus Erectus. Mahluk itu hidup dalam kelompok-ke-
lompok kecil dari berburu dan meramu (Koentjaraning-
rat, 1981 : 3).

Berdasarkan suatu legenda yang sangat menarik
dan terkenal terutama di kalangan masyarakat Jawa
Tengah, diceritakan bahwa konon pada jaman dahulu
di Jawa Tengah ada sebuah kerajaan yaitu Medhang-
kamulan dan nama rajanya Prabu Dewatacengkar.
Prabu Dewatacengkar mempunyai kegemaran makan
daging manusia dan yang dijadikan mangsanya adalah
rakyatnya sendiri, sehingga jumlah rakyat kerajaan
tersebut makin lama makin berkurang. Seorang Ksatria
bernama Aji Saka yang berasal dari negeri Atas Angin
(India) dengan bantuan rakyat Medhangkamulan ber-
hasil mengalahkan raja Dewatacengkar yang terdesak
dan akhirnya jatuh di laut Hindia. Sebelum kembali ke
India, Aji Saka sempat mengajarkan huruf Jawa Kuno -
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kemudian dikenal sebagai huruf Jawa yang biasa juga
disebut huruf "Hanacaraka", setelah melalui suatu
proses penyempurnaan.

Dari cerita Legenda tersebut dapatlah kita ke-
tahui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu bah-
wa di Jawa Tengah telah datang pengaruh kebudayaan
dari India (kebudayaan Hindu dan Budha) yang me-
ngembangkan huruf Pallwa dan bahasa Sanskrta).
Penyempurnaan huruf Jawa menjadi 20 macam itu
terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung di Ma-
taram.

Berdasarkan tinjauan Sejarah, kedatangan pe-
ngaruh budaya di Indonesia antara lain melalui hubung-
an perdagangan antara Indonesia - India. Golongan
pedagarig dari India sebagian bermukim di Indonesia
dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran
pengaruh budaya India melalui hubungan mereka de-
ngan penguasa-penguasa Indonesia.

Bukti-bukti peninggalan sejarah tentang kedatang-
an pengaruh budaya India di Jawa Tengah antara lain
berupa monumen yaitu candi-candi yang bercorak
agama Hindu dan yang bercorak agama Budha. Walau-
pun pembuatan candi-candi di Indonesia mendapat
pengaruh budaya dari India, namun corak bangunannya
tidak semata-mata meniru corak bangunan Candi di
India, setelah melalui pengolahan dan penyesuaian,
menjadi seni bangunan yang bercorak Indonesia.

Proses masuknya pengaruh budaya India salah
satu faktor pendukungnya karena adanya hubungan da-
gang antara Indonesia dengan India. Mengingat sifat.
unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya
Indonesia, Van Leur, seorang sarjana bangsa Indonesia
cenderung untuk menempatkan peranan golongan Brah-
mana dalam penyebaran budaya India di Indonesia.

Proses masuknya pengaruh budaya India umum-
nya disebut pengaruh Hindu, meskipun kenyataannya
bukan hanya pengaruh Hindu saja, tetapi juga penga-
ruh agama Budha. Dalam perkembangannya di Indo-
nesia kedua unsur agama itu kemudian tumbuh dalam
bentuk suatu sinkretisme, yaitu Siwa Budha.

Kerajaan Mataram di Jawa Tengah (abad ke 8)
yang meliputi daerah yang cukup luas dan telah me-
ninggalkan berbagai monumen agama berupa komples



percandian yang bercorak agama Hindu dan Budha,
jelas suatu kerajaan yang sudah teratur.

Dengan memperhatikan peninggalan-peninggalan
jaman Mataram, jelas menunjukkan bahwa masyarakat
pada waktu itu adalah suatu masyarakat Indonesia
yang telah menyerap berbagai unsur budaya India,
baik yang bercorak agama Budha maupun Hindu.
Bangunan-bangunan Candi di Kerajaan Mataram me-
nunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut merupa-
kan bagian yang amat penting dalam kehidupan ke-
agamaan di masa itu.

Dalam prasasti-prasasti dinyatakan bahwa Candi
selalu berhubungan dengan kraton, khususnya dengan
raja. Masyarakat Kkerajaan Mataram-Hindu meskipun
mengenal sistim kasta, namun dari berbagai prasasti
timbul kesan bahwa peraturan kasta tidak dijalankan
seperti halnya di India. Dalam kenyataan kehidupan
masyarakat berdasarkan tata sosial dan budaya Indo-
nesia yang telah ada sejak sebelum kedatangan pe-
ngaruh agama Hindu.

Kerajaan Hindu yang terbesar di Jawa adalah

Majapahit, yang kekuasaannya meliputi seluruh Nusan-
tara. Politik pemerintahan Majapahit telah merintis
tumbuhnya sistem perkotaan di dalam masyarakat
Indonesia.
Meskipun kerajaan Majapahit mengalami proses desin-
tegrasi, namun tidaklah demikian mengenai segala ke-
hidupan masyarakatnya. Keruntuhan kerajaan Majapa-
pahit hanya terjadi di pusat kekuasaan politik. Kota-
kota bandar melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit
dan berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan politik
dan perdagangan.

Kedatangan pengaruh agama Islam melalui hu-
bungan perdagangan telah mengembangkan kota-kota
bandar di Indonesia menjadi pusat-pusat penyebaran
agama Islam. Demak berhasil didirikan sebagai pusat
penyiaran agama Islam dan kekuasaan politik baru
yang bercorak Islam.

Pembawa Islam ke Indonesia pada permulaannya
adalah golongan pedagang, maka jelaslah bahwa vang
menjadi pendorong utama adalah faktor ekonomi per-
dagangan. Perdagangan hasil bumi pada waktu itu ter
utama rempah-rempah.
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Adapun daya tarik vang penting wilayah Jawa
Iengah bagi para pedagang dari luar adalah beras.
Walaupun luas areal sawah mungkin tidak seperti ke-
adaan sekarang, namun daerah-daerah Pajang, Mata-
ram, Banyumas, Pekalongan dan Pati sejak permulaan
abad ke-16 telah merupakan daerah beras. Dapatlah
diperkirakan bahwa pada masa itu sebagian besar pen-
duduk Jawa Tengah adalah petani.

Selama masa kerajaan Demak dan Pajang di-
usahakan pembukaan suatu daerah-daerah baru yang
mengakibatkan bertambahnya jumlah areal sawah. Da-
lam masa kerajaan Mataram setelah pengaruh I[slam,
rupa-rupanya ekspor besar makin bertambah, sehingga
Sultan Agung perlu mendatangkan orang-orang Madura
ke Jawa Tengah untuk bekerja di sawah-sawah pada
tahun 1624. Sementara itu banyak petani dari daerah
Jawa Tengah vyang dikirimkan ke daerah Krawang
untuk membuka areal persawahan baru.

Agama Islam juga membawa perubahan sosial
serta memperluas perkembangan budaya Indonesia.
Penyesuaian antara adat dan syari'ah lIslam di ber-
bagai daerah di Indonesia selalu terjadi. Dalam me-
rayakan Hari Besar Islam sering dipadukan dengan
unsur-unsur tradisional, misalnya peringatan Maulud
Nabi dengan menyelenggarakan perayaan sekaten, me-
ngandung unsur-unsur budaya Indonesia asli, budaya
Hindu, dan budaya Islam.

Sultan Agung dari Mataram telah berusaha
untuk mengadakan sinkretisme unsur hudava Jawa
dengan budaya Islam, vyaitu perpaduan perhitungan
tahun Saka dengan tahun hijrah menjadi tahun Jawa
(1633).

Dalam periode sekitar tahun 1600 - 1800 di
Jawa Tengah seolah-olah terbentuk dua wilayah bu-
daya yang berbeda, yaitu wilayah pesisir dengan pola
ajaran Islam serta wilayah pedalaman dengan pola
agraris sebagai pembentuk kebudayaan.

Peranan para wali sangat penting dalam penye-
baran agama Islam di Jawa Tengah. Waktu menyiar-
kan ajaran Islam mereka membuka daerah pemukiman
baru dengan cara "babad alas".

Politik ekspansi Sultan Agung ke daerah pesisir
utara Jawa telah mengakibatkan kemunduran per-



dagangan laut. Kota-kota dagang di pantai utara di-
hancurkan oleh tentara Sultan Agung, karena kota-
kota tersebut dianggap sebagai sumber perlawanan
rakyat terhadap kerajaan Mataram. Jiwa pelaut Jawa
makin mundur. Hal ini disusul dengan hancurnya klas
menengah atau klas pedagang Jawa, sehingga masya-
rakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, mengarah ke-
masyarakat agraris dan masyarakat feodal.

Karena runtuhnya klas pedagang, maka mekanis-
me perekonomian menjadi sebagai berikut : rakyat
sebagai petani wajib menyerahkan hasil bumi mereka
kepada desa, yang bertindak sebagai raja kecil di pe-
desaan. Selanjutnya raja kecil itu menyerahkan hasil
bumi kepada Bupati atau penguasa yang bertindak
atas nama raja. Adapun dasar hukumnya, rakyat tidak
memiliki tanah sebab tanah adalah milik raja. Setelah
raja Jawa takluk kepada Belanda, maka Belanda me-
nyatakan bahwa tanah itu milik Belanda. Rakyat ha-
nya mempunyai hak "nggaduh" (mengolah, meminjam).

3.2. Sistem Mata Pencaharian.

Penduduk Jawa Tengah sebagaian besar mem-
punyai mata pencaharian dalam bidang pertanian.
Jawa Tengah memiliki sawah seluas 1.028.351 Ha dan
tanah tegalan seluas 799.302 Ha, yang berarti masing-
masing 32,49 % dan 25,18 % dari luas wilayah Jawa
Tengah.

Untuk menjamin kelangsungan peningkatan pro-
duksi pertanian diperlukan penyediaan air pengaturan
jaringan pengairan dan pengamanan luas tanah per-
tanian dan lingkungan hidup. Dari areal sawah di
Jawa Tengah yang luasnya 1.028.351 Ha tersebut,
dapat digolongkan menurut sistem jaringan irigasi
yaitu : pengairan teratur, setelah teratur, pengairan
pedesaan dan tadah hujan, seperti tercantum dalam
tabel berikut.
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Tabel II.5. Luas sawah di Jawa Tengah menurut_sistem

pengairan tahun : 1978.

e - e -~ - ———— ——————— -
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No. | JENIS PENGAIRAN Luas Ha % |

1. Sawah pengairan teknis 289.445 28,15

2. Sawah pengairan % teknis 164.124 15,96

3. Sawah pengairan pedesaan 224.900 21,87
(sederhana)

4. Sawah tadah hujan 342.763 33,33

5. Sawah pasang surut dll. 7.119 ' 0,69

Sumb‘érr;‘:hjiav;avé iTén“g“ah Selayang Pandang (léé—l)

Dari tabel tersebut diatas dapat kita ketahui
bahwa kebanyakan sawah di daerah Jawa Tengah me-
rupakan sawah tadah hujan. Jenis tanaman yang di-
usahakan oleh para petani Jawa Tengah seperti
padi, jagung, sorgum, ketela pohon, ketela rambat,
kedelai, kacang tanah dan masih banyak jenis yang
lain serta tanaman hortikultura.

Jenis tanaman hortikultura di daerah’ Jawa
Tengah antara lain : kentang, kobis, wortel, sawi,
petai, bawang putih, kapri dan yang lain. Sedang pro-
duksi di dataran rendah antara lain berupa : bawang
merah, lombok, tomat, terong dll.

Usaha dalam bidang peternakun di Jawa Tengah
meliputi jenis-jenis binatang ternak sapi, kerbau, babi,
kuda, kambing (domba). Di samping jenis-jenis ternak
tersebut juga diusahakan pemeliharaan unggas.

Cara penanaman sayur-sayuran/buah-buahan oleh
para petani ada yang diusahakan dengan cara campur-
an dengan tanaman lain (tumpang sari).

Dalam bidang perkebunan, berdasarkan catatan
dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, maka
pada akhir tahun 1979 luas tanah perkebunan ter-
catat 96.166,96 Ha yang tersebar di 16 Daerah Ting-
kat II.

Berdasarkan perbedaan letak tanahnya, perkebun-




an tersebut diperinci menjadi dua macam, yaitu :
- Tanah perkebunan Budi Daya Dataran Rendah, se-
luas 41 %
- Tanah perkebunan Budi Daya Gunung, seluas 59 %.
Berbagai tanaman juga diusahakan oleh pihak
perkebunan baik tanaman tahunan ataupun musiman,
seperti karet, kopi, kelapa, coklat, panili, kapulogo,
tembakau, tebu, rosela, kapas, klembak, pyrethrum,
kemukus, cassiavera, cengkeh, jambu mete dll.
Luas tanah perkebunan budi- daya gunung di Jawa
Tengah ( dalam Ha ) :

Perkebunan PNP = 37.301,19
2.239,74

1. Perkebunan Asing = 3.553,62
2. Perkebunan swasta = 12.066,44
3. Perkebunan joint venture = 1.062,99
4.
5.

Perkebunan Lembaga Pemerintah

Penduduk Desa Borobudur yang mempunyai mata
pencaharian yang erat hubungannya dengan pengguiiaan
tanah adalah dalam bidang pertanian. Berdasarkan
catatan monografi Kantor Kelurahan Borobudur dalam
bulan Agustus 1984 jumlah petani ada 2.571 orang,
yang terdiri dari petani sendiri sebanyak 1476 orang
dan buruh tani sebanyak 1.095 orang.

Luas tanah yang ditanami tanaman utama seperti
padi (93 Ha), ketela pohon (51 Ha), Kacang tanah
(38 Ha) dan ketela rambat (7 Ha). Tanaman produksi
rakyat yang terutama adalah buah kelapa.

3.3. Sistem kekerabatan.

Sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prin-
sip keturunan bilateral. Sedangkan sistem istilah ke-
kerabatannya menunjukkan sistem klasifikasi menurut
urutan keturunan.

Semua kakak laki-laki serta kakak wanita ayah dan
ibu, beserta isteri dan suami mereka diklasifikasikan
menjadi satu dengan memakai istilah Siwa atau Uwa
(Pak De atau Bu De).

Sedang adik-adik dari pihak ayah dan ibu diklasifikasi
kedalam dua golongan yang dibedakan menurut jenis
kelamin yaitu paman (Pak Lik dari Bapak Cilik).
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Dari suatu perkawinan terbentuklah suatu ke-
luarga batih atau keluarga inti, yang dalam masyara-
kat Jawa disebut "kulawarga". Keluarga dalam masya-
rakat Jawa merupakan suatu kelompok sosial yang
berdiri sendiri, serta memegang peranan dalam proses
sosialisasi anak-anak yang menjadi anggotanya. Se-
orang Kepala Keluarga inti atau keluarga batih di-
sebut "Kepala Somah".

Kepala Somah dapat seorang laki-laki atau se-
orang ibu, yaitu apabila si suami meninggal dunia.
Apabila ibu telah meninggal, maka salah seorang anak-
nya dapat bertindak selaku kepala somah atas per-
setujuan yang lain. Dalam hal ini lebih diutamakan
anak laki-laki yang tertua.

Keluarga batih atau keluarga inti terdiri dari
suami, isteri dan anak-anak mereka. Keluarga inti
atau somah merupakan suatu pertalian kekeluargaan
yang penting. Suatu somah selalu bertindak dalam
wujud kesatuan dalam hubungannya dengan somah-
somah yang lain, baik yang berdekatan atau dengan
somah-somah sanak saudara lainnya.

Adakalanya suami atau si isteri yang akan ber-
tindak selaku wakil somah sebagai keseluruhan. Sang
suami dalam hal-hal yang sifatnya ritual dan sang
isteri dalam peristiwa-peristiwa sosial tertentu misal-
nya perkawinan dan kelahiran. Setiap kelompok somah
tampil di hadapan anggota kelompok somah yang lain
sebagai suatu unit sosial.

Dari sudut ekonomi, rumah tangga somah itu merupa-
kan kelompok konsumsi dasar (hildred Geertz, 1981 :5)

Kelompok kerabat yang .terdiri lebih dari satu
keluarga inti dalam satu tempat tinggal, yaitu keluarga
inti senior dengan keluarga inti anak-anaknya, disebut
keluarga luas. Suatu keluarga luas dapat terdiri
dengan adanya perkawinan, diantara anak-anaknya,
laki-laki atau perempuan yang kemudian setelah me-
reka menikah, mereka tinggal menetap di dalam
rumah orang tuanya.

Adat menetap setelah menikah menyebabkan
adanya tiga macam kaluarga luas, yaitu keluarga luas
ultrolokal, keluarga luas Virilokal dan keluarga luas
Uxorilokal.

Keluarga luas ultrolokal terdiri keluarga inti senior




dan keluarga anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun
anak perempuannya. Keluarga luas semacam ini dapat
dilihat pada masyarakat Jawa. Keluarga luas Virilokal
adalah keluarga luas yang terdiri dari satu keluarga
inti senior dengan keluarga inti anak-anak laki-laki,
seperti terdapat pada masyarakat Batak, Gayo dll.
Sedang keluarga luas Uxorilokal adalah keluarga luas
yang terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga
inti dari anak-anak perempuannya, seperti pada masya-
rakat Minangkabau.

Suatu bentuk kekerabatan lain, yaitu yang di-
namakan "kindred", yang dalam masyarakat Jawa biasa-
nya dapat disamakan dengan sebutan "sanak sedulur".
Anggota-anggota kindred merupakan gabungan kerabat
yang terdiri dari suatu saudara-saudara kandung, sau-
dara-saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu, kerabat
satu tingkat keturunan ke atas (saudara orang tua
dari pihak ayah dan ibu) dan kaum kerabat dari ang-
katan satu tingkat ke bawah.

- Keluarga kindred tersebut berkumpul atau saling
bertemu apabila ada peristiwa-peristiwa penting dalam
keluarga inti atau keluarga luas, seperti misalnya ke-
matian salah seorang anggota keluarga, perkawinan,
pada hari raya keagamaan, terutama hari raya Idul
Fitri dsb.

Keluarga kindred orang Jawa di Pedesaan biasa-
nya hanya terdiri dari saudara kandung, saudara se-
pupu, para paman dan bibi, para ipar ayah maupun
ibu dan kerabat-kerabat dekat pihak suami atau isteri.

Masih ada satu bentuk kelompok kerabat yang

disebut alurwaris, yang terdiri dari semua kerabat
sampai tujuh turunan sejauh masih dikenal di tempat
tinggalnya.
Tugas terpenting dari para anggota alurwaris adalah
memelihara makam leluhur mereka. Biasanya salah
seorang dari warga alurwaris yang bertempat tinggal
di desa tempat makam leluhur mereka, ditunjuk untuk
menghubungi anggota alurwaris lainnya yang tersebar
di berbagai tempat untuk ikut bersama-sama meme-
lihara dan merawat makam leluhur mereka. (Mar-
bangun Harjowirogo, 1983 : 69 ).

Pada umumnya orang Jawa tidak mempersoalkan
tentang tempat tinggal seorang setelah ia menikah,
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sehingga seseorang bebas untuk menentukan apakah ia
akan menetap di rumah orang tuanya atau pada ke-
rabat istrinya, atau di tempat tinggal baru yang ter-
pisah dari kedua belah pihak.

Di desa-desa Jawa adat menetap sesudah menikah
bersifat utrolokal artinya anak-anak laki-laki ataupun
anak-anak perempuan setelah menikah masih menetap
di rumah orang tuanya.

Setiap orang tua dari keluarga batih tentu ber-
kehendak mewariskan harta benda miliknya kepada
anak-anaknya. Adapun harta benda yang diwariskan
antara lain berupa rumah, perabot rumah, ternak,
tanah pekarangan serta pepohonan yang tumbuh  di
atasnya, tanah pertanian dan benda pusaka.

Dalam pembagian warisan harta peninggalan tersebut
dengan dua macam cara vaitu cara perdamalan dan
cara sepikul segendhongan.

Pembagian warisan menurut  cara perdamaian
yvaitu dengan cara permusvawaratan di antara para
ahli waris yang terdiri dari anak-anak atau anggota-
anggota kerabat kedua belah pihak orang tua. Pem-
bagian warisan menurut cara perdamaian dengan me-
nentukan siapakah di antara para ahli waris vang ber-
hak menerima bagian lebih atau sama dari vang lain-
lainnya. Cara demikian ini  terutama dipergunakan
untuk pembagian warisan yang berupa rumah, perabot
rumah, benda pusaka dan binatang ternak. Maksud
pembagian dengan cara perdamaian tersebut agar ter-
capai suatu keadaan sejahtera bagi semua anggota
keluarga batih.

Orang tua lebih condong untuk memberikun
rumah kediamannya yang pokok kepada tabon, yaitu
seorang anak laki-laki atau perempuan yang tetap
tinggal di rumah -bersama-sama orang tua dan men-
jamin hidup orang tuanya pada masa hari tuanya.
Untuk pemeliharaan benda-benda pusaka biasanya di-
bebankan kepada anak laki-laki tertua, sedangkan ter-
nak dibagikan sama sesuai dengan jumlah yang ada.

Pembagian warisan menurut cara yang Kkedua
yaitu Sepikul segendhongan dipergunakan pada pem-
bagian warisan berupa tanah pekarangan dengan pohon
pohon yang tumbuh di atasnya dan tanah pertanian
terutama sawah. Menurut cara ini ditetapkan bahwa




anak laki-laki memperoleh 2/3, sedangkan anak pe-
rempuan 1/3 bagian dari seluruh jumlah warisan (Koen-
tjaraningrat - ed - 1981 : 336).

Terutama dalam pembagian warisan berupa tanah
pekarangan dan tanah-tanah pertanian wajib memberi-
kan laporan kepada pejabat desa. Hal ini perlu untuk
menentukan pembayaran pajaknya. Surat tanda pem-
bayaran pajak atau yang disebut kohir (juga pethuk).

Sawah yang dapat diwariskan adalah sawah sang-
gan, yaitu sawah milik pribadi. Menurut macamnya
sawah milik dapat dibedakan tiga macam, yaitu :

a. Sawah gantungan, yaitu sawah bagian warisan dari
seseorang yang pergi meninggalkan sawah itu untuk
jangka lama, sehingga sawah tersebut diserahkan
penggarapannya kepada salah seorang saudaranya.
Setelah pemilik sawah itu kembali, maka hak atas
sawah tersebut kembali pula kepada si pemilik.

b. Sawah dunungan, yaitu .sawah yang belum menjadi
harta warisan, namun telah ditunjukkan oleh orang
tua bagian sawah masing-masing yang akan diberi-
kan.

c. Sawah garapan, yaitu sawah yang belum menjadi
harta warisan, tetapi sudah diijinkan oleh orang
tuanya untuk digarap oleh anak-anak atau menantu
laki-lakinya, sebagai jaminan hidup hari tuanya.

Seorang pemilik sawah sanggan yang luas dapat
menjual sebagian dari sawahnya secara adol tahunan,
yaitu menyewakan sawahnya selama satu tahun. Jika
sawah itu dijual lepas disebut adol ceplik. Seorang
petani pemilik sawah yang memerlukan uang dapat
meminjam uang kepada seseorang dengan menyerahkan
penggarapan sawahnya kepada seseorang untuk satu
masa panen, cara semacam ini disebut adol oyodan.

3.4. Sistem Religi.

Tentang kehidupan keagamaan di Jawa Tengah
sumber berita tertulis yang tertua kita temukan pada
sebuah prasasti Tuk Mas (desa Dakawu - Grabag -
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Pada umumnya Candi-candi Hindu terdapat di

Jawa Tengah bagian utara, kecuali Candi Prambanan
dan Candi Sambisari dekat Kalasan. Sedang bangunan-
bangunan Candi Budha hanya ditemukan di Jawa Te-
ngah bagian selatan.
Berdasarkan atas letak bangunan-bangunan suci itu,
maka diduga bahwa dinasti Sailendra menguasai Jawa
Tengah bagian selatan dan dinasti Sanjaya menguasai
Jawa Tengah bagian utara. Candi Borobudur termasuk
salah sebuah diantara Candi-candi Budha.

Apabila kita bandingkan antara ‘Candi-candi Hin-
du di Jawa Tengah utara dan candi-candi Budha di
Jawa Tengah bagian selatan, maka tampak jelaslah
perbedaannya. Candi-candi Hindu memperlihatkan ke-
sederhanaan, baik dalam ukuran besarnya bangunan,
seni arcanya serta ornamentasinya. Sedang candi-candi
Budha di Jawa Tengah Selatan memperlihatkan kesan
kemegahan arsitektur, seni arca, serta ornamentasinya.

Candi-candi Hindu di Jawa Tengah utara dian-
taranya adalah kompleks candi-candi di dataran tinggi
Dieng, Candi Gedongsongo (Lereng gunung Ungaran).
Bangunan-bangunan Candi Budha antara lain Borobudur
Mendhut dan Pawon (di dekat Magelang), Kalasan,
Sewu, Sari, Plaosan (semuanya terletak di wilayah ke-
camatan Prambanan).

Mengenai fungsi candi yang sebenarnya dalam
tata kehidupan agama masa itu belum dapat dikemu-
kakan jawaban yang memuaskan. Stutterheim berpen-
dapat bahwa candi berperan sebagai tempat untuk
mengkeramatkan leluhur raja atau keluarga raja. Hal
tersebut  dipandangnya merupakan suatu kelanjutan
dari kebiasaan bangsa Indonesia untuk memuja leluhur
sejak jaman prasejarah, dalam bentuk Hindu. Sedang
Soekmono beranggapan bahwa candi bukan tempat
pemakaman abu jenasah, melainkan berfungsi seperti
halnya pura di Bali. Bangunan Suci Budha berfungsi
sebagai tempat pemujaan.

Adapun kedatangan agama Islam di Indonesia,
karena pada awalnya melalui jalan perdagangan, maka
yang pada permulaan tersentuh pengaruh Islam adalah
daerah pesisir.

Proses Islamisasi melalui perdagangan dipercepat oleh
situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan. Bersama-
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sama dengan para pedagang ikut pula para Mubaligh
yang pekerjaannya lebih khusus untuk mengajarkan
ajaran agama Islam.

Turut sertanya para Mubaligh atau guru-guru agama
tentu lebih memudahkan proses Islamisasi dan akan
lebih memperdalam pengertian-pengertian yang ter-
cakup oleh agama Islam itu.

Diantara para pedagang muslim yang bermukim
di tempat-tempat pusat perdagangan ada yang mem-
peristeri wanita-wanita pribumi, sehingga terbentuklah
keluarga-keluarga muslim. Perkawinan merupakan salah
satu saluran Islamisasi yang paling memudahkan, apa-
lagi jika perkawinan itu terjadi antara seorang sau-
dagar muslim dengan anak seorang penguasa setempat
atau bangsawan.

Saluran Islamisasi yang lain dapat pula melalui
cabang-cabang seni seperti : Seni bangunan, seni pa-
hat atau seni ukir, seni tari, seni musik atau seni
sastrd.

Ketika Proses Islamisasi di daerah Jawa Tengah
berlangsung, pengaruh ajaran dan cara berpikir Hindu
masih kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat
terutama di daerah pedalaman.

Pada masa pengaruh Hindu Sistem penyebaran
agama Hindu dipengaruhi oleh sistem pendidikan di
India, yaitu dengan sistem "gurukula". Sistem pendidik-
an gurukula yaitu sistem pendidikan yang para murid-
nya bertempat tinggal bersama keluarga guru. Pada
waktu berkembang sistem pendidikan dengan dua
macam guru.

Pertama adalah "guru kraton", yaitu mereka hidup di-
lingkungan kraton atau diundang oleh kraton untuk
mengajar para putra raja dan bangsawan.

Guru jenis yang kedua adalah "Guru Pertapa" yung
sering disebut dengan gelar Bagawan. yang mempunyai
sebuah pertapaan atau padepokan jauh dari tempat
keramaian. Murid-muridnya atau para cantriknya dari
keturunan raja, bangsawan (Sejarah Pendidikan, 1980/
1981 : 22).

Pendidikan tipe kedua inilah yang dalam masa
penyebaran agama Islam berkembang menjadi sistem
pendidikan pesantren dengan tokoh kyai sebagai guru-
nya. Karena ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta



seperti dalam ajaran agama Hindu, maka para murid
atau santrinya juga terdiri dari rakyat biasa.

Para Ulama serta guru yang menyiarkan ajaran
[slam di Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah di-
sebut Wali, yaitu yang lebih dikenal dengan sebutan
Wali Sanga yang berarti_Wali Sembilan. Mungkin se-
butan Wali Sanga mengandung pengertian sebagai per-.
lambang suatu Dewan Wali, dengan mengambil angka
sembilan yang sebelum pengaruh Islam sudah dipan-
dang sebagai angka keramat (Sartono Kartodirdjo dkk,
Sejarah Nasional Indonesia III : 118).

Perpaduan antara unsur-unsur budaya Islam, Hin-
du dan asli sebagian besar terdapat di kalangan pen-
duduk pedalaman. Kondisi semacam ini mempermudah
masuknya aliran Tasawuf yang berkembang di  Jawa
Tengah sejak periode kerajuan Pajang.

Penduduk Desa Borobudur pemeluk agama perin-
clannva.

. PERTUMBUHAN SISTEM PEMERINTAHAN.

4.1. Masa Sebelum Penjajahan.

Dari sumber-sumber sejarah yang pernah ditemu-
kan, dapatlah diketahui bahwa di daerah Jawa Tengah
dalam masa abad ke - 8 sampai ke - 9 pernah ber-
kemmbang dua dinasti yang berkuasa yaitu dinasti San:
Jjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya menganut
agama Hindu dan dinasti Sailendra menganut agama
Budha.

Berdasarkan peninggalan kedua dinasti vang be-
rupa bangunan candi-candi, maka dapatlah diduga bab-
wa dinasti Sanjaya menguasai daerah Jawa Tengah ba-
gian Utara dan dinasti  Sailendra menguasal  Jawa
Tengah bagian Selatan.

Dalam pertengahan abad ke - 9 dinasti Sanjaya
bersatu dengan dinasti Sailendra seteluh terjadi per:
kawinan antara Rakai_ Pikatan (keluarga Sanjava)
dengan Pramodawardhani putri raja Samaratungga - dari
keluarga Sailendra.

Diduga Candi Borobudur dibangun dalam masa peme-
rintahan raja Samaratungga yang memerintah antara
tahun 812 - 832 Masehi, berdasarkan prasasti Karang
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Tengah berangka tahun 746 Saka atau 824 Masehi.

Berdasarkan prasasti Shri Kahulunan, putri Pra-
Modawardhani pada tahun 842 M mentahbiskan desa
Teru di Tepusan milik putri tersebut, menjadi desa
perdikan atau domein untuk bangunan suci "Kamulan
Bhumisambhara". Bangunan suci tersebut sangat mung-
kin vang dimaksud adalah Candi Borobudur. Shri Ka-
hulunan adalah sebutan dalam bahasa Jawa kuno arti-
nva Yang Mulia Permaisuri.

Jadi peresmian pembangunan Candi  Borobudur
terjadi dalam tahun 824 Masehi dalam masa pemerin-
tahan raja Samaratungga.

Dalam masa kejayaan Kkerajoan Majapahit ke
kuasaannya meliputi seluruh  wilayah Indonesia, ter-
masuk juga wilayah Jawa Tengah. Setelah kerajaan
Majapahit mengalami keruntuhan, kedudukannya mulai
tergeser oleh kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri
dari kekuasaan pusat. Keruntuhan kekuasaan Majapahit
dilukiskan oleh Babat Tanah Jawi dengan bentuk Can-
drasingkala "sirna ilang kertaning bumi” (1400 saka).
Perkembangan agama lIslam di Jawa merupakan saluh
satu faktor yang ikut mempercepat proses keruntuhan
tersebut.

Demak berhasil muncul sebugai pusat kekuasaan
polittk yvang merupakan mata rantai kekuatan daerah
pesisir serta menjadi  pusat penyebaran agama lIstam.
Dalam  periode yang pendek, Demak telah berhasil
menguasai dan mengembangkan potensi Jawa Tengah.
Daerah pedalaman Jawa Tengah vang merupakan lam-
bang kejavaan masa kerajaan Hindu Mataram dapat
dikvasai. Demikian pula Kadipaten Pengging yang me-
rupakan lambang kekuasaan Majapahit di Jawa Tengah
dapat  dikuasai.  Keturunan  Adipati  flandayaningra
vang semula memeluk agama Hindu, setelah menganut
agama Islam diangkat menjadi Adipati Pengging.

Dalam masa kerajaan Demak wilayah desa Boro-
budur termasuk dalam wilayah kekuasaan Kadipaten
Pajang/Mataram dibawah Adipati Pangeran Hadiwijaya.

Setelah Pangeran Trenggono Sultan Demak yang
ketiga wafat, maka timbullah perpecahan di dalam
kerajaan Demak, yang mengakibatkan- kedudukan
Demak sebagai pusat kerajaan kemudian dipindahkan
dari Demak ke Pajang. Wilayah kekuasaan Demak me-




liputi daerah-daerah yang dibagi dalam tiga wilayah
besar yaitu Negara Agung, Pesisiran dan Mancanegara.
Wilayah Negara Agung meliputi Pajang dan Mataram.
Wilayah Pesisiran meliputi Banten, Yogyakarta, Ci-
rebon, Tegal, Pemalang, Demak, Pati, Tuban, Surabaya
dan  Blambangan. Sedangkan Mancanegara meliputi
Blitar, Madiun, Krapyak (Kedu) dan Banyumas.

Selama periode Demak dan Pajang telah dilaku-
kan pembukaan daerah-daerah baru yang mengakibat-
kan bertambahnya jumlah areal sawah.

Kedudukan Pajang sebagai pénguasa di Jawa
l'engah kemudian tergeser oleh kekuasaan Mataram.
Pusat pemerintahan dipindahkan ke Kotagede ibukota
Mataram. Periode Mataram dirintis oleh Ki Ageng Pe-
manahan dan kekuasaannya dikembangkan oleh Seno-
pati (Sutawijaya) setelah merebut kekuasaan Pajang.

Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya dalam
masa pemerintahan Sultan Agung (1613 - 1645) yang
berjuang dengan cita-cita menyatukan kerajaan-keraja-
an di Jawa. Satu demi satu kerajaan pesisir dikuasai.
Ibu Kota kerajaan dipindahkan dari Kota Gede ke
Plered. ;

Selama periode Mataram rupa-rupanya perminta-
an  akan  beras demikian besarnya, sehingga Sultan
Agung perlu mendatangkan puluhan orang Madura ke
lawa Tengah untuk bekerja di sawah-sawah pada
tahun 1624 (Sejarah Daerah Jawa Tengah, 1978 : 72).

Setelah Sultan Agung  wafat  Mataram  makin
mundur  dan dengan campur tangan kompeni Belanda
akhirnya Mataram mengalami perpecahan setelah di-
tanda-tangani perjanjian Gianti (dekat Surakarta) pada
tanggal 13 Pebruari 1755, yaitu Kerajaan Surakarta
dan Kerajoan Yogyakarta.

Dalam tahun 1757 dan tahun 1813 wilayah terpecah
lagi dengan munculnya kekuasaan-kekuasaan Pakualam
dan Mangkunegaran.

Sebelum VOC memecah-belah wilayah Kerajaan
Mataram sejak akhir abad ke - 17, seluruh wilayah
Kerajaan Mataram dibagi atas beberapa kesatuan wi-
layah besar yang konsentris dengan kraton sebagai
pusatnya. Urutan pembagian wilayah dari pusat ke
daerah adalah sebagai berikut
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a. Kraton atau Istana Raja, merupakan pusat kerajaan
dan terletak di Ibukota Kerajaan, yang biasa di-

sebut Kutanegara atau kutagara, juga sering di-
sebut Negara.

h. Negara Agung, wilayah sekitar negara. Wilayah
Negara Agung ini semula dibagi menjadi empat ba-
gian yang meliputi daerah-daerah Kedu, Bumi Gede,
Bagelen dan Pajang.

Dalam masa Sultan Agung masing-masing daerah
itu dibagi lagi menjadi dua bagian, sehingga jumlah-
nya menjadi 8 wilayah.

¢. Wilayah yang berada di luar Negara Agung, tetapi
tidak termasuk daerah pantai, disebut wilayah Man-
canegara.
Karena wilayah ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa
Timur, maka dibagi dalam dua bagian, yaitu Man-
canegara wetan (sebelah timur) dan Mancanegara
Kilen (sebelah Barat).
Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai
utara disebut wilayah Pesisiran, seperti halnya wi-
layah Mancanegara, wilayah Pesisiran juga dibagi
menjadi dua wilayah yaitu daerah PPesisiran_wetan
dan Pesisiran Kilen.

4.2. Masa Belanda.

Proses hubungan antara kekuasaan bumiputera
dan kekuasaan dalam abad ke-18 dan ke-19 menunjuk-
kan dua gejala yang konstradiktif. Di satu pihak ma
kin meluasnya kekuasaan Belanda, sedang di lain pihak
kekuasaan tradisional bumiputera makin merosot.

Sejak VOC dibubarkan dalam  tahun 1799, ke-
kuasaannya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Be-
landa. Sebagai Gubernur Jenderal pemerintahan Belan-
da di Indonesia diangkat Herman Willen Daendels.
Daendels melakukan beberapa perombakan dengan me-
letakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem
Barat. Pulau Jawa dibagi atas sembilan daerah-daerah
yvang disebut prefektur. Para Bupati dijadikan pegawai
pemerintah Belanda di bawah pemerintah prefeot dan
mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga di daerah



nya sesuai dengan hukum adat.

Tugas pemerintahan Daendels adalah memper-
tahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, maka Daen-
dels terpaksa harus mengadakan pengerahan kerja pak-
sa secara besar-besaran dengan menggunakan pengaruh
penguasa pribumi, untuk membangun jalan-jalan dan
benteng-benteng pertahanan. Banyak tindakan pem-
baharuan Daendels gagal karena keadaannya tidak me-
mungkinkan, sehingga akhirnya ia melakukan tindakan-
tindakan yang semula ditentangnya.

Pada masa pemerintahan Inggris di Jawa diang-
kat  wakil Gubernur (Lieutenant Goverour) Thomas
Stamford Raffles, mewakili rajamuda (Viceroy) Lord

Minto yang berkedudukan di India. Dalam masa peme -
rintahannya di Jawa (1811 - 1816) Raffles melakukan
kebijuksanaan sebagai berikut

a. menghapuskan segala bentuk penverahan wajib  dan
kerja rodi. Rakyat diberi kebebasan menanami ta
nahnya dengan tanaman-tanaman vang lebih me-
nguntungkan.

h. mengganti sistem pemerintahan yang semula dilaku-
kan oleh penguasa pribumi dengan sistem peme-
rintahan Barat.

c. Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial
adalah pemilik semua tanah. Rakyat yang meng-
garap sawah adalah penyewa tanah pemerintah,
yang wajib membayar sewa tanah arau landrent.
Sewa tanah harus diserahkan sebagai pajak atas pe
makaian tanah pemerintah oleh penduduk.

Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah
Inggris dijadikan dasar kebijaksanaan ekonominva se-
lama berkuasa di Indonesia. Sistem sewa tanah ini ke-
mudian  diterushan oleh pemerintah kolonial Belanda
setelah berakhirnya pemerintahan Inggris dan berlaku
sampai tahun 1830.

Sesungguhnya sistem pajak tanah yvang dilaksana-
kan oleh Raffles mengandung maksud vang luas vaitu
membebaskan beban kehidupan penduduk dan memberi-
kan kebebasan serta kepastian hukum atas tanah yang
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dimiliki oleh petani.

Menurut peraturannya, pajak tanah itu dikenakan
pada semua hasil penanaman sawah, sebesar 1/5, 2/5
atau 1/3 dari hasil panen, yang diujudkan dalam ben-
tuk uang atau beras. Usaha Raffles untuk menjalankan
sistem sewa tanah akhirnya gagal, karena masyarakat
Jawa dalam abad ke-19 masih menunjukkan sifat ke-
hidupan desa yang hanya dapat memenuhi kebutuhan
sendiri dan tidak banyak kegiatan dalam perdagangan.
Fkonomi desa belum memungkinkan petani untuk mem-
peroleh uang sebagai pengganti hasil bumi.

Kegagalan sistem pajak tanah Gubernur Jenderal
Van den Bosch menjalankan sistem Tanam Paksa atau
Culturstelsel. Pada dasarnya sistem Tanam Paksa me-
rupakan suatu keharusan bagi penduduk Jawa untuk
membayar pajak dalam bentuk barang, yaitu berupa
hasil pertanian untuk diekspor kepasaran Eropa. Pajak
dalam bentuk hasil tanaman perdagangan itu dikirim-
kan ke negeri Belanda. ’

Gagasan untuk melaksanakan sistem tanam paksa
oleh Van den Bosch pada mulanya usaha untuk menye-
lamatkan kas negeri Belanda yang kosong sebagai
akibat pemberontakan Belgia dan Perang Diponegoro.

Pemerintah Inggris dengan sistem landrent telah
memperlakukan semua jenis pemilikan tanah sebagai
tanah komunal, tanah milik negara yang dikenakan
pajak.

Dalam pelaksanaan Tanam Paksa antara lain ditetap-
kan :

a. Penduduk Desa diwajibkan menyediakan tidak lebih
dari 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman
perdagangan bagi pasaran Eropa.

b. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman
dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak.

Tetapi dalam kenyataannya bahwa seluruh pe-
laksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur
paksaan.

Salah satu akibat yang penting dari sistem ta-
nam paksa adalah meluasnya bentuk milik tanah ber-
sama (milik komunal). Hal ini disebabkan karena para



pegawai pemerintah kolonial cenderung untuk mem-
perlakukan desa dengan semua tenaga kerja yang ter-
sedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk de-
sa sebagai suatu keseluruhan untuk mempermudah pe-
kerjaan mereka dalam tugas penanaman paksa.

Meskipun menurut ketentuan tanah milik rakyat
yang harus disediakan untuk tanam paksa hanya me-
liputi 1/5 dari tanah-tanah desa, tetapi dalam praktek-
nya sering melebihi bahkan sering mencapai separoh
atau lebih dari tanah-tanah milik rakyat.

Tanaman penting yang wajib untuk ditanam se-
lama tanam paksa adalah kopi, gula, nila. Akibat
langsung dari Tanam Paksa adalah kemiskinan, ke-
sengsaraan dan kelaparan yang menimpa penduduk
khususnya di Jawa Tengah. Penduduk di Demak (1848)
dan Grobogan (1849) mengalami bahaya kelaparan yang
mengakibatkan kematian yang berlimpah.

Masa dari tahun 1870 sampai tahun 1900 di In-
donesia umumnya disebut zaman kolonial liberal.
Dalam masa itu untuk pertama kali dalam sejarah ko-
lonial memberikan kesempatan kepada modal swasta
untuk menanamkan modal mereka didalam berbagai
usaha, khususnya usaha perkebunan besar di Jawa mau-
pun di luar Jawa. Pembukaan perkebunan-perkebunan
besar dimungkinkan adanya Undang-Undang Agraria
(Agrarische Wet) yang diundangkan dalam tahun 1870.
Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi
petani-petani Indonesia terhadap hak milik atas tanah
mereka dari para pengusaha asing untuk menyewa
tanah dari rakyat Indonesia. Pemerintah kolonial Be-
landa hanya memberikan kebebasan untuk menyewa
tanah rakyat bagi pengusaha swasta, namun melarang
usaha-usaha pembelian tanah penduduk.

Dalam Undang-Undang Agraria telah dibedakan
dua golongan tanah. Pertama tanah-tanah milik negara
vaitu tanah-tanah yang tidak secara langsung menjadi
milik penduduk pribumi, misalnya tanah-tanah hutan
dan semua tanah yang ada di luar wilayah milik desa
dan penduduknya. Sudah barang tentu tanah-tanah
tersebut semula secara adat adalah milik orang pri-
bumi, tetapi oleh pemerintah kolonial ditetapkan men-
jadi milik pemerintah. Tanah tersebut dapat disewa
oleh pengusaha swasta selama 75 tahun.
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Golongan tanah yang kedua adalah tanah milik pen-
duduk pribumi. Untuk menetapkan hak milik atas
tanah secara jelas, pemerintah telah memberikan ke-
pastian hukum atas semua tanah yang menjadi milik
semua penduduk. Sehubungan dengan usaha tersebut,
maka oleh pemerintah kolonial diadakan pengukuran
dan pengelompokan tanah penduduk, kemudian pen-
duduk menerima surat bukti atas hak milik tanahnya.
Tanah milik penduduk dapat disewa oleh pengusaha
swasta asing selama 5 tahun. Semua perjanjian dilaku-
kan dengan sistem kontrak (perjanjian) dan didaftarkan
kepada pemerintah. Ada pula tanah milik penduduk
yang dapat di sewa selama 30 tahun. Apabila pada
masa Raffles pemungutan pajak tanah gagal dilakukan,
maka pada akhir abad ke-19 pemerintah Hindia Be-
landa dapat melaksanakan, karena adanya penetapun
tanah milik penduduk secara pasti.

Pelaksanaan politik kolonial liberal telah mem
hawa perubahan terhadap kehidupan penduduk Indo-
nesia, terutama mulai meresapinya ekonomi - uang
dalam kehidupan di pedesaan. Selain itu juga mulai
muncul sistem kerja upahan yang diperkenalkan oleh
perusahaan-perusahaan perkebunan atau pabrik-pabrik.
Orang-orang penduduk pedesaan banyak yang mening-
galkan desanya untuk bekerja di pabrik-pabrik sebagai
buruh. '

Praktek kolonial liberal telah membawa kemero-
sotan kehidupan penduduk Indonesia, terutama di Jawa
sehingga timbul kritik yang tajam dari golongan Etis.
Sejak permulaan abad ke-20 pemerintah Belanda men-
jalankan politik kolonial etis.

Dengan masuknya sistem ekonomi - uang me-
mudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkat-
an perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan,
masalah pemilikan tanah dan penggarapannya. Sistem
penyewaan tanah, praktek-praktek kerja paksa juga
telah memperberat kehidupan penduduk pedesaan.

Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat
rakyat di desa mengadakan perlawanan dalam bentuk
gerakan sosial.

Selama abad ke-19 dan ke-20 gerakan-gerakan rakyat
terjadi dimana-mana. Pada dasarnya gerakan sosial
itu dapat dibedakan : gerakan melawan pemerasan,



gerakan ratu adil, dan gerakan golongan keagamaan.

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, wi-
layah administrasi pemerintahan dibagi dalam lima
daerah yang dinamakan "gewest" (= Karesidenan) dan
tiap gewest dibagi dalam beberapa wilayah kabupaten
yang disebut '"regentschap" Gewest (en) di Jawa
Tengah waktu itu meliputi :

(1). Semarang Gewest, yang meliputi Regentschap
(Kabupaten) Kendal, Semarang, Demak, Kudus,
Pati, Jepara dan Grobogan.

(2). Rembang Gewest, yang meliputi Regentschap :
Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro.

(3). Banyumas Gewest, yang meliputi Regentschap :
Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara
dan Purbolinggo.

(4). Kedu Gewest, yang meliputi Regentschap : Ma-
gelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kuto-
arjo, Kebumen dan Karanganyar.

(5). Pekalongan Gewest, yang meliputi Regentschap :
Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang.

Setelah dilaksanakan "Desentralisatic Besluit"
tahun 1905, maka Gewesten tersebut di atas diberi
hak-hak otonomi dan untuk itu dibentuk Dewan-Dewan
Daerah (Gewestelijke Raden). Sejak tahun 1908 Gewes-
ten tersebut telah merupakan daerah-daerah otonomi
penuh. Disamping itu juga dibentuk pemerintahan
Kotapraja (Gemeente) yang otonomon, antara lain
kota-kota : Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga,
Magelang.

Dalam pasal 119 Undang-Undang Pemerintahan
(Indische Staatsregeling) antara lain menetapkan bahwa
Daerah Hindia Belanda dibagi dalam daerah-daerah
propinsi. Kemudian dikeluarkan Provincie Ordonantie
yang berlaku sejak tanggal 1 April 1925 (Jawa Tengah
Selayang Pandang, 1981 : 190).

Berdasarkan Province Ordonantie tersebut di-
keluarkan undang-undang (ordonantie) yang membentuk
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Jawa Tengah sebagai suatu propinsi, yang mulai ber-
laku sejak 1 Januari 1930.

Propinsi Jawa Tengah dibagi dalam Karesidenan
(Residentie), masing-masing Karesidenan meliputi be-
berapa Kabupaten (Regentschap) yang dibagi lagi ke-
dalam Kawedanan-Kawedanan (Districten).

Adapun Karesidenan-karesidenan dan kabupaten-
kabupaten yang masuk dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sampai dengan tahun 1934 adalah sebagai be-
rikut :

1. Residentie Pekalongan, meliputi Kabupaten-Kabupa-
ten Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes,
dan Stadsgemente Pekalongan dan Tegal.

2. Residentie Jepara-Rembang, meliputi Kabupaten-
kabupaten : Jepara, Rembang, Pati, Blora dan
Kudus.

3. Residentie Semarang, meliputi Kabupaten-kabupaten:
Semarang, Kendal, Demak, Grobogan dan Stadsge-
mente Semarang dan Salatiga.

4. Residentie Banyumas, meliputi Kabupaten-kabupeten
Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Ka-
ranganyar dan Banjarnegara.

5. Residentie Kedu, meliputi Kabupaten-kabupaten :
Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Ke-
bumen dan Stadsgemente Magelang.

Pada tahun 1934 diadakan penggabungan bebe-
rapa Kabupaten yaitu :

a). Kabupaten Batang digabungkan dengan Kabupaten
Pekalongan.

b). Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten
Purwokerto.

c). Kabupaten Kutoarjo digabungkan dengan Kabupaten
Purworejo.

d). Kabupaten Karanganyar digabungkan dengan Kabu-
paten Kebumen.



4.3. Masa Jepang.

Pada tanggal 1 Maret 1942 pasukan Jepang di-
bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitosyi Imamura men-
darat di pulau Jawa pada tiga tempat yaitu di Teluk
Banten, di Eretan Wetan (Jawa Barat), dan di Kragan
(Jawa Tengah). Suatu perundingan yang terakhir
dengan penyerahan tentara Hindia Belanda tanpa
syarat kepada Tentara Jepang berlangsung di lapangan
terbang Kalijati (Jawa Barat) pada tanggal 8 Maret
1942. l.etnan Jenderal H. Ter Poorten Panglima Ang-
katan Perang Hindia Belanda atas nama angkatan
Perang Serikat di Indonesia menyerah kepada Angkat-
an Perang Jepang dibawah pimpinan Letnan Jenderal
H. Imamura. Sejak itu berakhirlah pemerintahan Hin-
dia Belanda di Indonesia dan.mulai berlaku kekuasaan
pemerintahan Kerajaan Jepang.

Berbeda dengan jaman Hindia Belanda yang ha-
nya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada ja-
man pendudukan Jepang terdapat tiga pemerintahan
militer pendudukan, yaitu : ‘

(1) Tentara keenambelas di pulau Jawa dan Madura
dengan pusatnya di Jakarta

(2) lentara Keduapuluhlima di pulau Sumatera de-
ngan pusatnya di Bukit Tinggi.

(3) Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku dan Irian, dengan pusat-
nya di Makasar.

Suatu pemerintahan Militer yang disebut Gunsei-
bu, masing-masing meliputi Jawa Barat dengan pusat-
nva di Bandung, Jawa Tengah dengan pusatnya di
Semarang dan Jawa Timur dengan pusatnya di Suraba-
ya.

Di Samping itu dibentuk dua Daerah Istimewa
yang disebut Kooci yaitu daerah Surakarta dan Yogya-
karta. Setiap Gunseibu disamping bertugas memulihkan
ketertiban dan keamanan juga membentuk pemerintah-
an setempat, namun ternyata usaha tersebut tidak
berjalan lancar.

Di Jawa Tengah diangkat jabatan Gubernur Mi-
liter yang dijabat oleh seorang perwira Jepang ialah
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Letnan Kolonel Tagaza didampingi oleh Pejabat tinggi
bangsa Indonesia sebagai wakil Gubernur ialah Rd.
Muhammad Chalil dan sebagai Residen adalah Salaman.

Dalam usaha memasukkan unsur budaya Jepang
di Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang mengada-
kan beberapa perubahan. Mulai tanggal 1 April 1942
waktu yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan
waktu di Jepang yang berselisih 90 menit. Mulai tang-
gal 29 April 1942 Tarikh yang berlaku di Indonesia
adalah Tarikh Sumera (Tarikh Jepang), jadi tahun 1942
diganti menjadi tahun 2602.

Dalam bulan Agustus 1942 usaha pemerintah
militer Jepang dalam bidang pemerintahan mengeluar-
kan Undang-Undang no. 27 (tentang Aturan Pemerin-
tahan Daerah) dan Undang-Undang no. 28 tentang
pemerintahan Syuu (Karesidenan dan Tokubetsa Syi
(Kotapraja Istimewa). -

Berdasarkan Undang-Undang no. 27 tahun 1942
seluruh Jawa, kecuali Daerah Kerajaan Surakarta dan
Yogyakarta, dibagi atas wilayah-wilayah seperti pada
masa Hindia Belanda, sebagai berikut :

- Syuu (Karesidenan)
- S i (Kotapraja)

- Ken (Kabupaten)

- Gun (Distrik)

- Son (onder Distrik)
- Ku (Kelurahan)

Perubahan lain mengenai wilayah pemerintahan
yaitu karesidenan Jepara-Rembang diganti menjadi
Karesidenan Pati atau Pati Syuu.

Kedua Undang-undang tersebut merupakan pe-
laksanaan dari pada strukwur pemerintahan setelah
datangnya temaga pemerintahan sipil Jepang di Pulau
Jawa (Sartono Kartodirdjo dkk, 1975 : 7).

Masalah penting yang diatur pada masa pendudukan
Jepang antara lain penghapusan penguasaan atas tanah-
tanah partikelir.

4.4. Masa kemerdekaan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menentukan
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~-bahwa Indonesia' dibagi atas Daerah Besar dan~Keécil ~
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan
dengan Undang-Undang, dengan memandang dan meng-
ingati dasar permusyawaratan dalam sistem peme-
rintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa.

Dalam penjelasan pasal 18 tersebut antara lain
di tentukan bahwa Daerah Indonesia akan dibagi
dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan di-
bagi pula dalam Daerah-daerah yang lebih kecil.

Sesuai dengan perkembangan politik pada saat
itu, maka pada tahun 1946 dikeluarkan penetapan Pe-
merintah No. 16/SD yang menetapkan bahwa daerah
Swapraja yang meliputi Kasunanan Surakarta dan
Mangkunegaran (daerah Vorstenlanden), diubah status-
nya menjadi Karesidenan.

Dalam tahun 1948 keluarlah Undang-Undang
Pokok tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 Undang-
Undang no. 22/1948 menyebutkan bahwa daerah Ne-
gara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan,
yaitu :

a. Propinsi,
b. Kabupaten,
c. Desa (Kota Kecil).

Dengan demikian berdasarkan Undang-undang
tersebut wilayah Propinsi dihidupkan kembali. Atas
dasar Undang-undang no. 22 itu dikeluarkan Undang-
Undang tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa
Tengah yaitu dengan Undang-undang no. 10 tahun
1950 yang mulai berlaku mulai tanggal 4 Juli 1950.

Menurut  Undang-Undang ini wilayah Jawa
Tengah meliputi 6 Karesidenan, yaitu lima Karesiden-
an lama (Pekalongan, Semarang, Pati, Kedu dan Banyu-
mas) ditambah Karesidenan Surakarta, yang meliputi
kabupaten-kabupaten dalam daerah bekas Swapraja
Kasunanan dan Mangkunegaran.

Pembagian Daerah Administrasi Jawa Tengah
meliputi :

I. Wilayah ex Karesidenan Semarang, meliputi Kabu-
‘paten/Kotamadya : Kodya Semarang, Kotamadya
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Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal,
Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Wilayah ex Karesidenan Pati, meliputi Kabupaten-
kabupaten : Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati,
KNabupaten Jepara, Kabupaten Rembang dan Kabu-
paten Blora.

Wilayah ex Karesidenan Pekalongan . meliputi
Kotamadya Pekalongan, Kotamadya legal, Kabupa-
ten Pekalongan, Kabupaten Batang. Kabupaten Pe-
malang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Wilayah ex Karesidenan Banyumas, meliputi : Kota
administratif Purwokerto, Kota Administratif Ci-
lacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap,
Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara.

Wilayah ex Karesidenan Kedu, meliputi : Kotama-
dva Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pur-
worejo dan Kabupaten Kebumen.

Wilayah ex Karesidenan Surakarta, meliputi @ Kota-
madya Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.



BAB I
SEJARAH TENTANG TANAH

1. ASAL USUL PENGUASAAN TANAH.

1. Masa Sebelum Penjajahan.

Sebegitu jauh, masalah tanah di desa Borobudur
pada masa tradisional belum terungkap dengan jelas,
dikarenakan kurangnya sumber-sumber sejarah. Berita
tertua tentang Borobudur terdapat pada prasasti Ka-
rangtengah yang secara samar-samar menyebut sebuah
bangunan Kamulan yang diperkirakan/mengacu ke
Candi Borobudur.

Sayang prasasti tersebut tidak menjelaskan bagaimana
status Kamulan berikut masalah tanah di sekitarnya.

Prasasti berikutnya adalah prasasti yang ber-

angka tahun 764 Saka yang isinya memberitakan
bahwa Shri Kahulunan (Pramodhawardhani) meresmikan
pemberian tanah dan sawah untuk menjamin kelang-
sungan pemeliharaan Kamulan di Bhumisambhara (Bo-
robudur). (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 90).
Melihat kenyataan tersebut, maka dapatlah kita me-
ngambil kesimpulan sementara bahwa sejak jaman
Hindu Mataram (dinasti Syailendra), Borobudur telah
memegang peranan penting dalam kehidupan kenegara-
an maupun keagamaan. Hal itu terbukti adanya ke-
putusan resmi dari raja terhadap kedudukan Borobudur
yang tentunya dikaitkan dengan masalah tanah se-
hubungan dengan bangunan suci itu berada.

Mengingat  begitu  pentingnya candi Borobudur
bagi kerajaan, maka tidak mustahil jika pada masa
itu, Desa Borobudur telah memperoleh kedudukan khu-
sus (hak istimewa), misalnya merupakan daerah Ke-
putihan atau perdikan yang dibebaskan dari pungutan
pajak sebagai imbalan untuk tugas memelihara bangun-
an suci. Jika kemungkinan tersebut benar, maka sis-
tem penguasaan tanah di desa Borobudur tentunya
berbeda dengan desa-desa yang lain (Desa biasa). Di-
sini besar kemungkinannya bahwa penguasaan tanah
di daerah Borobudur justru terletak pada pendeta-pen-
deta Budha (Sanggha), sementara rakyat seolah-olah
hanyalah sebagai penyewa dengan hak pakai. Sehingga
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pajak tanah (upeti) dari rakyat sepenuhnya diterima
Sanggha bagi keperluan pemeliharaan Candi. Seberapa
jauh hipotesa ini mendekati kebenaran, kiranya perlu
penelitian yang lebih mendalam guna memperoleh
data-data sejarah yang lebih akurat.

Dalam perkembangan kemudian di masa kerajaan
Mataram, maka fungsi Candi Borobudur sebagai ba-
ngunan suci keagamaan semakin merosot. Dengan
demikian tentunya terjadi pula perubahan status tanah
Borobudur bagi kerajaan. Jika di masa semaraknya
agama Budha memperoleh hak istimewa dari kerajaan,
apakah hal itu masih tetap berlaku pada masa keraja-
an Islam hal ini .masih menjadi tanda tanya bagi kita.

Sesuai dengan konsep kerajaan Jawa mengenai
pembagian wilayah sebagar satu diagram dengan ben-
tuk empat lingkaran konsentris dengan raja sebagai
pusatnya, maka jelas bahwa daerah Borobudur (Wila:
vah Kedu) adalah wilayah dari Nagara Agung atau
Nagaragung. Yaitu wilayah tempat kepentingan ke-
bendaan para Pangeran dan pejabat tinggi kraton ber-
ada. Karena disinilah letak lungguh dari mereka.

Ketika Sultan Agung bertahta, daerah Kedu se-
bagar Naragung dibagi menjadi dua wilayah vakni Siti
Bumi vang terletak di sebelah timur sungai Progo dan
Bumijo vang berada di sebelah barat sungar Progo.
Dengan demikian Borobudur termasuk dalam wilayah
Bumijo. (Sartono Kartodirdjo, 1975 @ 2).

Pada kerajaan yang berbasis pada sistem feodal

itu  maka rajalah pemegang kekuasaan sentral. Ke-
kuasaannya terhadap tanah. wilayah seisinya (rakyat)
bersifat mutlak.
Disini, baik kerabat raja (sentono dalem) maupun pe-
jabat -pejabat kerajaan tidak mendapat imbalan berupa
gaji. Mereka itu mendapat pinjaman (gaduhan) berupa
tanah lungguh, bengkok atau tanah apanage. Dari
hasil bumi tanah lungguh itulah para bangsawan ke-
rabat raja dan pejabat birokrasi membiayai hidupnya.
I'etapi berhubung tanah lungguh sifatnya adalah pin-
jaman, maka penguasaannya tidaklah permanen. Se-
waktu-waktu lungguh tersebut dapat kembali ketangan
pemiliknya yakni raja, yakni jika pemegang hak lung-
guh meninggal atau dipecat.

Pada masa kerajaan Jawa, tanah lungguh ter-




sebut terletak di wilayah Nagara Agung. Daerah ini
dibagi menjadi sejumlah lungguh, petak tanah dan
penduduknya. Pemegang lungguh, yang lajim disebut
Patuh, diberi hak untuk menarik pajak in hatura atas
nama Sultan. Ketentuannya seorang patuh harus ting-
gal di Nagara (ibukota kerajaan), agar raja dapat
mengawasinya dari dekat. Oleh sebab itulah maka
Patuh lalau menunjuk wakil-wakilnya yang disebut
Bekel untuk melaksanakan haknya menarik pajak ter-
hadap petani di tanah lungguhnya. Bekel biasanya
berkuasa atas Kebekalannya. Satu hal yang harus di-
catat yaitu bahwa kedudukan Bekel tidak ditentukan
oleh luas tanah, tetapi jumlah cacah (jumlah keluarga
petani) yang dikuasai. Selain itu ada kalanya tanah
lungguh seseorang terpencar di beberapa tempat,
maka tidak jarang terjadi pada satu desa terdapat
sejumlah bekel dengan majikannya yang berbeda. Di-
sini setiap bekel bertanggung jawab terhadap majikan-
nya masing-masing.

Sebagaimana kedudukan patuh, maka kedudukan
bekelnya amat labil. Penguasaannya atas tanah ke-
bekelan tidaklah permanen, yaitu tergantung dari ke-
hendak Patuh. Sewaktu-waktu kedudukannya dapat di-
cabut jika patuhnya tersebut menghendaki.

Pencabutan hak itu terjadi jika terjadi pergantian
Patuh.

Oleh sebab itu, maka dengan berbagai cara para be-
kel berusaha menunjukkan loyalitas terhadap patuh.
Walaupun untuk itu sering terjadi mereka kemudian
menekan petani cacah di wilayah kebekelannya.

Kembali kepada penguasaan tanah lungguh, maka
luas lungguh setiap kerabat raja maupun pejabat biro-
krasi tidak sama. Hal ini tergantung dari tinggi ren-
dahnya pangkat atau jabatan, besar kecilnya jasa,
jauh dekatnya hubungan kerabat dengan raja serta
luasnya wilayah. Biasanya untuk menunjukkan luas
lungguh diukur dengan karya yang hampir sama de-
ngan cacah. Misalnya seorang Pangeran menerima
lungguh seluas 800 karya, berarti ia menerima tanah
yang luasnya cukup untuk digarap oleh 800 keluarga
petani (Sadiono M.P. Tjondronegoro, 1984 :6).

Sebagai gambaran tentang luasnya lungguh pe-
jabat birokrasi maupun kerabat raja, adalah sebagai
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berikut : misalnya untuk Patih Lebet maupun Patih
Jawi 20.000 karya, Wedana Siti Ageng 10.000 Kkarya,
Wedana Bumijo atau Wedana Siti Bumi 6.000 Kkarya,
Wedana Lebet 5.000 kayra, Pecat Tanda dan Tanda
Mantri 475 karya, Rangga 350 karya dan seterusnya,
sementara para magang mendapat imbalan berupa hasil
bumi atau uang. Sedang para kerabua\ raja seperti
Nenek Raja (Ratu Evang), Ibu Suri (Ratu -Ibu) dan
Permaisuri/Prameswari masing-masing 1.000 Karya
\dipati Anom (Putra Mahkota) 8.000 karya dan scterus-
nva. (Sartono Kartodirdjo, 1975 : 13).

Meskipun ukuran luas tanah lungguh telah ditetap-
han, tetapi mengingat saat itu cukup melimpah, maka
elite Jawa ukuran penilaian terhadap penguasaan tanah
bukan berdasarkan luas tetapi menurut jumlah penduduk
(cacah). Penguasaan atas jumlah penduduk itu dianggap
penting. karena jumlah pengikut memberi kekuatan poli-
tik dan fisik (pemberontakan). (Sediono M.P. Tjondrone-
goro, 1984 : 6).

Berbeda dengan kaum elite privayr yang terpisah
jauh dari produksi, sehingga tidak dapat menghargai ta-
nah sebagai adanya, tidak demikian halnya di kalangan
petani. Betapa lekatnya petani kepada penguasaan tanah
terbukti adanya istilah yang memperlihatkan betapa e-
ratnya dengan cara menguasal tanah seperti tanah
pusaka dan tanah yasan (Yasa) yang dapat ditinggalkan
kepada ahli warisnya.

Di kalangan petani di desa dikenal adanya Klas a-
tau  tingkatan yang didasarkan atas penguasaan tanah.
L.apisun teratas disebut petani sikep. Mereka ini adalah
petani yang memperoleh tanah dari Patuh langsung a-
taupun tidak langsung. Dengan demikian mereka wajib
menanggung beban atas tanah yang dikuasainya seperti
membayar pajak, kerja bukti untuk kerajaan, pelayanan
dan menyumbang tambahan beras jika sewaktu-waktu di
butuhkan Patuh. Pembayaran pajak biasanya dilakukan
setahun sekali atau dua Kkali, biasanya sehabis panen
melalui Bekel, kepada Patuh dan selanjutnya Patuh me-
nyerahkan sebagian ke kas Kerajaan.

Untuk mengerjakan tanahnya, para sikep biasanya
memiliki sejumlah tenaga yang disebut bujang atau

numqan\g. Mereka ini umumnya orang-orang yang belum
menikah. Untuk kehidupan sehari-hari dan tempat ting-
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gal mereka sepenuhnya tergantung pada Sikep tempat-
nya mengabdi. Karena mereka tidak memiliki kekuasa-
an atas tanah maka dalam struktur masyarakat petani
dianggap sebagai lapisan terbawah. Berbeda dengan para
Sikep yang mempunyai kewajiban atas tanah, para bu-
jang (numpang) tidak dibebani kewajiban tersebut.
Meskipun mereka adakalanya melakukan pekerjaan
seperti kerja wajib dan sebagainya, tetapi tugas itu bu-
kanlah untuk dirinya sendiri. Disini mereka adalah se-
kedar melakukan tugas yang seharusnya kewajiban Sikep
Berkat bantuan bujang itu pula, maka  para Sikep dapat
memperluas tanahnya dengan jalan membuka areal per-
tanian baru (menebas hutan) yang kemudian dikenal se-
bagai tanah yasa (yasan).

Jika bujang menikah, maka untuk menghargai
jusanya biasanya lalu diberi pembagian tanah garapan
dari tanah desa atau tanah persekutuan (tanah lanyah).
Pembagian garapan disini tidaklah berlangsung permanen
tetapi digilir diantara sesama mereka. Oleh sebab itu,
guna mempertahankan hidupnya mereka lalu menggarap
tanalt  milik Sikep ataupun tanah komunal. Dengan
demikian maka mulailah kita kenal adanya buruh tani
atau petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Sehing-
ga kalau kita tinjau yang sebenarnya, maka pembagian
garapan tadi pada hakekatnya hanyalah salah satu cara
untuk mengikat buruh tani agar menetap, tidak pindah
ke desa lain. Karena dengan cara demikian maka kebu-
tuhan persekutuan maupun Sikep akan tenaga kerja te-
tap terjamin (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 6).

Pada masa kerajaan Mataram Islam, adanya ta-
nah-tanah Perdikan masih tetap ada khususnya dikaitkan
dengan fungsi-fungsi religius atau warisan tradisi sebe-
lumnya. Di samping itu di kerajaan Jawa dikenal juga
adanya tanah Nawarita, yang terletak di sekitar Kera-
ton. Tanah tersebut biasanya diperintah langsung oleh
raja guna untuk menjamin kebutuhan rumah tangga ke-
raton, misalnya untuk mencukupi kebutuhan beras, rum-
put makanan kuda, bunga-bungaan atau hasil bumi
tertentu.

1.2. Masa Belanda
Pada awal abad 17, ketika hubungan Jawa dengan
Kompeni (VOC) masih bersifat murni komersial dan me-
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nguntungkan kedua belah pihak, VOC berulang kali
mendapat tawaran dari penguasa daerah pantai utara Ja
wa untuk menetap di daerahnya. Tetapi VOC waktu itu
belum menaruh terhadap penguasaan tanah. Perhatian
mereka masih terbatas pada daerah-daerah yang strate-
gis dari segi ekonomi komersial. Baru setelah perang-
perang perebutan tahta di Mataram banyak melibatkan
VOC, maka mulailah VOC yang semula hanyalah kekua-
saan dagang di pantai, berubah menjadi kekuasaan ter-
ritorial. Dengan kata lain VOC berkembang dari badan
dagang menjadi souverein.

Dengan masuknya kekuasaan Barat, maka terjadi-
lah dualisme dalam penguasaan tanah. Di daerah-
daerah yang dikuasainya, VOC menjalankan hukum
Barat tanpa memperdulikan hak-hak tanah yang dipe-
gang oleh para raja dan rakyat pribumi. Sebaliknya di -
satu pihak terdapat tanah yang berada dibawah kekua-
saan raja dengan adat tradisionalnya.

Terhadap para raja, VOC mengetrapkan verplich-
televerantien yakni raja harus menyerahkan sejumlah

hasil bumi dengan pembayaran yang harganya ditentu-
kan sepihak oleh VOC. Sebaliknya terhadap di wilayah-
nya dikenal adanya contigenten, yang berupa pajak a-
tas hasil pertanian yang harus diserahkan pada VOC,
tanpa ganti rugi (pembayaran) sepeserpun. Selain itu,
terhadap petani yang menggarap tanah masih dikenai
kerja wajib atau rodi (heerendiensten).

Menjelang keruntuhan VOC pada akhir Desember
1799 sudah muncul gagasan dari Dirk von Hogendorp
tentang tanah. Dalam tulisannya "Berigt van de tegen-
woordigentoestand der Bataafsche Bezittingen in Oost
Indien" (1799), Dirk telah mengusulkan kepada pemerin-
tah agar orang-orang Jawa diberi tanah, baik sebagai
hak milik maupun hak sewa. Agaknya disini ia menda-
pat inspirasi atas keberhasilan Inggris di Benggala, India.
Selain itu ia juga menghendaki agar kekuasaan para ke-
pala pribumi (bupati) atas tanah (sistem feodal) dibatas-
i. Namun gagasannya kandas terbentur struktur masya-
rakat Jawa yang feodalistis, anggaran yang terbatas,
kekurangan tenaga ahli dan situasi politik yang labil.
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Ketika Indonesia dikuasai oleh Bataafsche Repoe-
bliek, masalah penguasaan tanah muncul pada masa Gu-
bernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808 -
1811). Untuk menutup kas yang kosong ia banyak mela-
kukan penjualan tanah kepada pemilik modal bangsa In-
donesia,Cina dan Arab, sehingga terbentuk tanah-tanah
partikelir. Di tanah-tanah partikelir inilah muncul keku-
asaan tuan tanah yang otonam ibarat negara-negara ke-
cil dalam negara. Disini rakyat tergadai, sehingga na-
sibnya bagaikan budak belian.

Pada masa ini juga kekuasaan para kepala pribumi
(bupati) atas tanah dibatasi. Daendels sebagai perintis
pembentukan pemerintahan model Eropa hingga ke
pedalaman menempatkan bupati bukan lagi sebagai pe-
megang kekuasaan tradisional atas sejumlah tanah lung-
guh sebagaimana di masa feodal. Fungsi mereka mulai
beralih menjadi pejabat pangreh praja yang diangkat
pemerintah wclonial dengan menerima imbalan gaji se-
bagai ganti itnah lungguh. Dengan demikian penguasa-
an para kepala pribumi atas tanah berangsur-angsur di-
patahkan. Sehingga untuk selanjutnya penguasaan atas
tanah ada di tangan pemerintah kolonial secara lang-
sung melalui para kepala desa yang dianggap sebagali
penyewa. Mereka itu kemudian menyewakannya kepada
para petani.

Pada tingkat desa, pengusaan atas tanah telah
beralih dari para bekel ke kepala desa. Biasanya Kepa-
la Desa diangkat atau dipilih dari Bekel yang ada. Jika
Bekel betanggung jawab kepada pemegang lungguh (Pa-
tuh), maka Kepala Desa sekalipun dipilih oleh rakyat
tetapi bertanggung jawab kepada pemerintah kolonial.
Namun mengingat fungsi Kepala Desa disini adalah ber-
kaitan dengan masalah pajak maka tidak jarang dalam
pengangkatannya didasarkan atas transaksi tinggi ren-
dahnya penawaran dan permintaan pajak yang akan di-
pungut. Akibatnya banyak rakyat yang kemudian mele-
paskan hak atas tanahnya guna menghindari pungutan
pajak semata-mata, sehingga banyak tanah-tanah komu-
nal yang kemudian dikuasai oleh kepala desa.

Pada masa interregnum Inggris, Raffles yang ber-
kuasa pada 1811 - 1816 melakukan perubahan kebijakan

37



politik atas'tanah. Hasil penyelidikan komisi Macken-
zie tahun 1811, dijadikannya dasar untuk mengintrodu-
sir teori domein. Disini Raffles berkesimpulan bahwa
semua tanah adalah milik pemerintah (eigendom Guber-
nemen), sebagaimana kekuasaan raja-raja Jawa Tradisio-
nal. Dengan demikian penguasaan tanah sepenuhnya ada
di tangan pemerintah, sementara petani hanya dianggap
sebagai penyewa dengan hak pakai. Mereka berhak me-
ngolah dan memungut hasilnya. Tetapi untuk itu petani
harus membayar pajak bumi (landrente) yang besarnya
ditentukan. Yakni 1/2, 2/5 atau 1/3 dari hasil panen
sawah, sedang untuk tanah kering 1/4 hingga 1/2 dari
hasil panen. Dengan demikian jika terjadi pemindahan
hak atas tanah seperti hibah, sewa atau jual beli, maka
pada hakekatnya bukanlah pemindahan hak milik tetapi
hanya sekedar pemindahan hak pakai. Teori Raffles ini
ternyata terus hidup dan mewarnai kebijakan politik a-
graria kolonial abad 19.

Ketika pada tahun 1830 Gubernur Jenderal Van
den Bosch melaksanakan Tanam Paksa (Cultuurstelsel),
teori Raffles tetap menjadi dasar pelaksanaannya.
Disini pemerintah menyewakannya tanahnya kepada Ke-
pala Desa yang kemudian menyewakannya lagi kepada
para petani. Selanjutnya petani diwajibkan menanam ta-
naman ekspor pada tanah-tanah mereka sendiri (1/5 da-
ri luas tanah) dan hasilnya diserahkan kepada pemerin-
tah. Sebagai gantinya petani dibebaskan dari pembayar-
an landrente (2/5 dari hasil bumi).

Keberhasilan Tanam Paksa ternyata menimbulkan
iri hati kaum Liberal, sehingga terjadilah pergolakan
antara mereka melawan kaum konservatif pendukung
Cultuurstelsel. Kemenangan kaum Liberal yang berhu-
bungan dengan masalah tanah ialah keluarnya Regering
Reglement (RR) 1854 yang memberi peluang pada Gu-
bernur Jenderal untuk menyewakan tanah. Sebenarnya
tujuan utama kaum Liberal di bidang agraria tidak lain
adalah agar pemerintah memberi pengakuan terhadap
penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mu-
tlak (eigendom). Dengan cara demikian mereka dapat
menjual atau menyewakannya, mengingat sebagian besar
adanya tanah komunal atau tanah adat yang tidak
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mungkin diperlakukan demikian. Bila hal itu berhasil
maka terbukalah peluang bagi pengusaha swasta untuk
menyewa tanah dalam jangka panjang dan murah (erf-
pacht). d

Tetapi rencana itu ternyata sulit dilaksanakannya.
Bahkan ketika pada tahun 1865 Menteri Jajahan Frans
van de Putte mengajukan Rencana Undang-Undang yang
isinya antara lain tentang pemberian hak eigendom,
mennjadikan tanah-tanah komunal menjadi milik perse-
orangan dan pemberian hak erfpacht selama 99 tahun,
ditentang oleh kelompoknya sendiri sehingga jatuh dari
kedudukannya. Frans van de Putte dianggap terlalu ter-
gesa-gesa memberi hak eigendom kepada pribumi, se-
dang seluk beluk masalah tanah di Indonesia belum di-
ketahuinya benar-benar.

Oleh sebab itu pada tahun 1867/1868 dilakukan
penelitian terhadap 808 desa di seluruh Jawa untuk me-
ngetahui hak-hak penduduk Jawa atas tanah. Laporan
hasil penelitian ini terbit dalam 3 jilid (yakni tahun
1876, 1880 dan 1889), dengan judul Eindresume van het
Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de

Grond, yang lazim dikenal dengan singkatannya yakni

Eindresxume. (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1984 : 40 -
41).

Sebelum laporan tersebut tersusun, enam tahun
sebelumnya yakni pada tahun 1870 Menteri jajahan a-
‘gaknya tidak sabar lagi menunggu sehingga diajukanlah
sebuah Rencana Undang-Undang yang setelah dikawinkan
dengan sebagian dari isi RR 1854 akhirnya menjadi A-
grarische Wet 1870 yang diundangkan dalam Staatsblad
No. 55 tahun 1870.

Salah satu keputusan yang penting disitu adalah
yang disebut Agrarische Besluit yang berisikan antara
lain Domein Verklaring yang menyatakan bahwa semua
tanah yang terbukti bahwa tanah itu tidak ada hak mi-
lik mutlak adalah domein negara (milik negara) yang
berarti dibawah penguasaan negara. (Pertanahan dalam
Era Pembagunan Indonesia, 1982 : 22 - 23).

Sejak itulah modal swasta Eropa berduyun-duyun
datang dan mencekam perekonomian Indonesia dengan
segala akibatnya, sampai akhirnya muncul politik Etis
pada tahun 1900. Namun demikian politik baru itu tidak
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merubah secara fundamental masalah pertanahan
Indonesia sebagaimana tertuang dalam Agrarische Wet
tahun 1870 (perubahan pokok dari rancangan Frans van
de Putte ialah erfpacht dari 88 tahun yang disetujui
selama 75 tahun). Jadi jelasnya adanya dualisme dalam
hukum agraria yang berlaku di Indonesia, tidak mengun-
tungkan penduduk asli. Sebab adanya perbedaan hak a-
tas tanah yang berlaku di Indonesia biasanya dimanfaat-
kan bagi keuntungan kolonial semata.

Ketika Jepang berkuasa, masalah tanah dapat di-
katakan terbengkalal. Banyak tanah menjadi terlantar
atau ditelantarkan baik secara sengaja atau karena kea-
daan. Pada saat itu pula penguasa tanah menjadi tidak
jelas. Tetapi pemerintah pendudukan Jepang waktu itu
telah memerintahkan rakyat wuntuk menduduki tanah-
tanah vang terlantar baik sengaja ataupun tidak agar
diolah. dalam rangka mempersiapkan ekonomi perangnya
demi menjamin sistem logistiknya. Satu kemungkinan
besar faktor penguasaan tanah secara liar itu juga dise-
babkan oleh pertambahan jumlah penduduk sehingga me-
nyebabkan rakyat haus akan tanah. Situasi demikian ini
terus berlanjut di saat Indonesia mengalami perang Kke-
merdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, kebijaksanaan pemerin-
tah terhadap masalah tanah tertuang dalam ‘Undang-
Undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960
tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau le-
bih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). Tentang Proses kelahiran UUPA 1960 ternyata
memakan waktu yang panjang dan proses yang berbe-
lit-belit. Usaha mengatur masalah pertanahan tersebut
telah dimulai dari sejak dibentuknya Panitia Agraria
Yogya (1948), Panitia Djakarta (1951), Panitia Suwahyo
(1956), Rancangan Sunaryo (1958) dan akhirnya Rancang
an Sadjarwo (1960).

Dengan demikian sejak tanggal 24 September 1960
itu hukum agraria kolonial tidak berlaku lagi dan digan-
tikan dengan hukum nasional. Dengan demikian pola pe-
nguasaan atas tanah, termasuk juga pemilikan dan
penggunaannya di masa sekarang adalah berdasar keten-
tuan UUPA 1960. Namun demikian karena UUPA itu
hanya mengatur pokok-pokoknya saja. maka peraturan
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pelaksanaan hukum agraria yang lama masih tetap
berlaku untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosong-
an hukum. Hal demikian ini akan berlaku sampai ada
peraturan baru yang menggantikannya. Satu hal yang
penting bahwa dengan dicabutnya undang-undang serta
peraturan agraria kolonial maka tercapailah kesatuan
(unifikasi) hukum agraria yang berlaku di Indonesia.
Dengan demikian kita tidak mengenal istilah tentang
hak atas tanah, seperti hak eigendom, hak erfpacht,
hak opstal, recht van gebruik dan sebagainya yang
berlaku menurut hukum Barat. Yang kita kenal sekarang
adalah istilah yang terdapat dalam UUPA yakni hak
milik, hak wusaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
sewa dan sebagainya.

2. ASAL USUL PEMILIKAN TANAH.
2.1. Masa Sebelum Penjajahan.

Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
yang bersifat komunal adalah merupakan bentuk &asli se-
belum masuknya pengaruh budaya Hindu-Budha di Indo-
nesia. Dalam hal ini ketiganya ditentukan oleh dan un-
tuk Kkepentingan kelompok yang semuanya diatur oleh
Kepala Suku. Dengan demikian mereka tidak mengenal
adanya sistem pemilikan tanah secara perseorangan se-
perti pengertian sekarang. Satu-satunya yang dikenal a-
dalah hak milik kelompok atau komunal yang dikelola
dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Situasi demikian itu mulai berubah ketika penga-
ruh Hindu - Budha masuk di Indonesia khususnya Hindu
di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu/
Budha melahirkan golongan aristokrat serta tumbuhnya
birokrasi yang berbasis pada sistem feodal. Adanya
stratifikasi sosial pada masyarakat Jawa yang feodalis-
tis itu makin mempertajam masalah hak atas tanah di
Jawa.

Pada struktur kerajaan Jawa, maka raja dianggap
sebagal pusat dari alam semesta. Bahkan adanya raja
dengan Kkeraton